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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Sertifikasi

1. Gagasan tentang Sertifikasi 

Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik (guru) dan peserta didik (siswa) untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan merupakan komponen utama dalam pendidikan. Ketiganya membentuk suatu triangle, jika hilang salah satu komponen hilang pulalah hakekat pendidikan.
 

Perbaikan mutu secara terus menerus berorientasi pada masukan, proses, luaran, dan layanan pasja jual. Inti sumber perbaikan bukanlah pada fisiknya, melainkan pada peningkatan profesionalitas manusia pengelola atau pelaksana. Di sinilah esensi kontinuitas profesionalisme, yang di dalam dunia persekolahan banyak difokuskan pada guru. Keterlambatan atau kegagalan peningkatan mutu proses dan produk pembelajaran seringkali dikaitkan dengan pertanyaan mengenai ada atau tidak kontinuasi profesionalisme pada kalangan guru dan unsur manajemen sekolah.
 

Menghadapi globalisasi dengan imbasnya dalam membentuk struktur ide masyarakat, pendidikan harus menjawab persoalan-persoalan tersebut, terutama menekankan pada metode belajar yang mendekatkan peserta didik pada dunia secara utuh. Keterkaitan antara satu kondisi dengan kondisi lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain; globalnya kehidupan harus disambut dengan globalnya pemikiran, luasnya jangkauan wawasan dan pengetahuan, serta penguasaan teknologi untuk menyambut masa depan kemajuan di bidang teknis yang pada kenyataannya berkembang sangat cepat.

Seperti yang dikutip oleh Nurani Soyomukti dari Merry Held mengatakan, ada tiga syarat yang harus dimiliki guru dalam mengembangkan pendidikan yang berperspektif global, yaitu kemampuan konseptual, pengalaman lintas budaya dan ketrampilan paedagogis.

Sejumlah perkembangan dalam beberapa tahun belakangan telah menuntun keperubahan dalam cara-cara dimana para guru melakukan pekerjaan dan hubungan mereka yang dimiliki oleh profesi itu di dalam institusi pendidikan dan dengan komunitas yang lebih luas. Pada saat yang sama sistem pendidikan dijadikan bulan-bulanan kritik karena gagal dalam sumbangsihnya bagi terciptanya kekayaan ekonomi. Sekolah-sekolah dikatakan terkucil dari dunia pekerjaan dan kultur industri, dan para politisi dari sayap kanan maupun sayap kiri menggembosi kritik-kritik terhadap para guru dan metode mengajar mereka.
 Ternyata peranan guru di dalam reformasi sangat menentukan. Namun demikian di dalam berbagai penelitian menunjukkan afiliasi guru di dalam gerakan reformasi tersebut terutama diarahkan pada afiliasiya terhadap disiplin ilmu dan politik, dan bukan terhadap guru sebagai agen yang memfasilitasi proses pendidikan.

Di dalam hal ini tumbul masalah dalam program-program pembinaan profesional guru. Di dalam berbagai penelitian ternyata hasil-hasilnya sebagai berikut:

a. Terdapat kontradiksi di dalam persepsi guru atas program-program peningkatan profesional guru. Para guru cenderung ingin melihat hasil yang cepat sedangkan pembinaan tersebut harus melalui pelaksanaan 
di lapangan sehingga meminta waktu yang cukup.

b. Terdapat kontradiksi di dalam program pembinaan yang ingin mengumpulkan guru sebanyak mungkin dan oleh sebab itu program-program tersebut bersifat sangat dangkal (supervisial).

c. Program-program pembinaan guru terasa kurang adanya tindak lanjut.

d. Program-program biasanya berbentuk “telling and discusion” yang sangat dangkal (supervisial).

 Hasil-hasil penelitian program pembinaan profesi guru tersebut di atas sangat mirip dengan apa yang terjadi pada lembaga-lembaga atau Balai Pendidikan Guru (BPG) yang dibentuk di Indonesia di setiap propinsi pada masa era Orde Baru. Program-program yang dilaksanakan bersifat sangat rutin dan tidak ada follow up.

Standarisasi juga berkenaan dengan cara mengajar dari para guru. Menentukan standarisasi proses mengajar ternyata sangat sulit. Standar mengajar ternyata ditentukan oleh faktor-faktor kepribadian seorang guru 
di samping kompetensinya dalam menguasai metodologi mengajar. Sifat-sifat individual seperti sifat-sifat yang humoristik, kehangatan seorang pribadi dan kepemimpinan di dalam memotivasi para siswa sangat menentukan di dalam keberhasilan belajar siswa. Sungguhpun demikian di dalam mata pelajaran tertentu memang diperlukan ketrampilan tertentu dari seorang guru profesional. Nation Research Council (NRC), merekomendasikan untuk guru sains dan matematika di dalam pembinaannya harus aktif dalam penelitian.

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, seperti yang dikutip oleh Mulyasa dari Broke dan Stone, bahwa kompetensi guru sebagai descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful, kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sementara Charles mengemukakan bahwa: competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan).
 Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang dan dosen dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, konsep, sertifikat pendidik, sehat jasmani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
 Peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan sebagai jawaban atas kondisi karut-mawut dunia pendidikan di negeri ini. Berbagai cara dan strategi diterapkan agar kondisi ini dapat segera diatasi. Salah satu langkah yang diharapkan mampu mendongkrak kualitas dari proses dan hasil pendidikan adalah sertifikasi guru.

Sertifikasi guru merupakan langkah peningkatan kualitas guru sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkan pada anak didik. Sertifikasi ini diharapkan menciptakan kondisi the right man in the right place, sebagaimana yang kita harapkan. Guru-guru diharapkan berada ditempat yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

2. Pengertian Sertifikasi

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistematis Pendidikan Nasional pada pasal 61 sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan.
 Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, tranparan dan akuntabel.
 Dengan kata lain sertifikasi guru adalah proses pemberian pengakuan oleh pemerintah melalui uji kompetensi yang sudah ditetapkan. NCES (National Commission on Educational Services), memberikan pengertian-pengertian sertifikasi secara lebih umum. Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach. Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Upaya menjamin mutu guru agar tetap memenuhi standar kompetensi, diperlukan adanya suatu mekanisme yang memadai, penjaminan mutu guru ini perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komprehensif untuk menghasilkan landasan konseptual dan empirik, melalui sistem sertifikasi. Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak untuk memberikan jaminan tertulis bahwa sesuatu produk, proses atau jasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Menurut Nata Amijaya sertifikasi ialah prosedur yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan tertulis bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai guru.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya.

3. Dasar Hukum Sertifikasi

a. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. 

e. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
No. 1.UM.01.02-253.

f. Peraturan Menteri Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.
g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 05/012007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi guru dalam Jabatan.
 
4. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Sertifikasi guru bertujuan untuk: 

a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional;

b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; dan

c. Meningkatkan profesionalisme guru.

Sementara itu, manfaat sertifikasi guru adalah: (1) melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru; (2) melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional; dan (3) menjaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Pengawasan Mutu

1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.

2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.

3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya.

4) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu apapun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.

b. Penjaminan Mutu

1) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan khususnya para pelanggan/pengguna akan makin menghargai organisasi profesi 
dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan/pengguna.

2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan ketrampilan tertentu.

5. Syarat-Syarat Sertifikasi

Syarat sertifikasi pendidik bagi guru adalah: (1) memenuhi standar kualifikasi akademik (S1 atau D4 dan relevan); (2) menguasai standar kompetensi yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dengan ditetapkan oleh pemerintah.

Dari data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) menunjukkan, dari sekitar 2,05 juta guru (negeri dan swasta) baru 733.881 guru yang berkualifikasi di atas D3 ke bawah. Selebihnya, 1.323.729 orang, masih berpendidikan D3 ke bawah. Mereka ini terlebih dahulu harus ditingkatkan kualifikasi pendidikannya sehingga minimal D4 atau S1.
 

6. Prinsip Sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi guru didasarkan pada prinsip sebagai berikut: 

a. Dilaksanakan Secara Obyektif, Transparan dan Akuntabel

1) Obyektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikasi pendidik yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional.

2) Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses dan hasil sertifikasi.

3) Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial dan akademik.

b. Berujung pada Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional Melalui Peningkatan Mutu Guru dan Kesejahteraan Guru

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

c. Dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan

Program sertifikasi guru dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

d. Dilaksanakan Secara Terencana dan Sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, harus direncanakan secara matang dan sistematis.

e. Menghargai Pengalaman Kerja Guru

Pengalaman kerja guru di samping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktivitas lain yang menunjang profesionalitas guru.

f. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah.
 

7. Penetapan Peserta Sertifikasi

a. Prioritas Calon Peserta

1) Pengalaman mengajar.

2) Usia.

3) Pangkat/golongan.

4) Beban jam mengajar.

5) Tugas tambahan.

6) Prestasi.

Uraian di atas dapat dijelaskan dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007. Sertifikasi guru dalam jabatan dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4). Guru non-PNS yang dapat disertifikasi ialah guru non-PNS yang berstatus sebagai guru guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas. Penentuan calon guru peserta sertifikasi dalam jabatan menggunakan sistem rangking bukan berdasarkan seleksi melalui tes (setelah memenuhi persyaratan S1/D4) ialah sebagai berikut:

1) Masa kerja/pengalaman mengajar, dihitung sejak guru yang bersangkutan diangkat diangkat menjadi PNS sebagai guru, hingga yang bersangkutan dinominasikan sebagai calon peserta sertifikasi guru melalui SK Penetapan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Bagi guru PNS yang sebelumnya pernah menjadi guru tetap yayasan (non-PNS), masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat dan bertugas menjadi guru pada suatu satuan pendidikan.

2) Usia, yang dihitung adalah usia kronologis, diperinci sampai dengan bulan.

3) Pangkat/golongan, adalah pangkat/golongan guru PNS yang diusulkan untuk di sertifikasi.

4) Beban jam mengajar, dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar 
per minggu.

5) Jabatan/tugas tambahan yang dijadikan kriteria dalam penyusunan urutan daftar guru calon peserta sertifikasi adalah jabatan atau tugas tambahan yang disandang oleh guru yang diusulkan untuk disertifikasi, seperti jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program/jurusan, kepala bengkel, dan lain-lain. 

6) Prestasi kerja, yang dijadikan kriteria dalam penyusunan urutan daftar guru calon peserta sertifikasi ialah prestasi yang pernah diraih guru yang dinominasikan untuk di sertifikasi, seperti guru teladan (berprestasi), disiplin, dedikasi dan loyalitas, pembimbing teman sejawat, pembimbing siswa, sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional, maupun internasional.
 

b. Perhitungan Kuota Propinsi

Kuota calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dengan sistem indeks yang ditentukan berdasarkan jumlah guru. Perhitungan kuota untuk calon peserta sertifikasi guru pada tingkat propinsi ditentukan berdasarkan jumlah guru yang ada pada suatu propinsi dibagi jumlah guru secara nasional dikalikan target sertifikasi guru pertahun. Perhitungan tersebut dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

KP = 
[image: image1.wmf]TN

x

GN

GP


Dimana:
KP
= Jumlah kuota propinsi.


GP 
= Jumlah guru sepropinsi.


GN 
= Jumlah guru nasional.


TN 
= Jumlah target sertifikasi nasional pertahun.
 

c. Perhitungan Kuota Kabupaten/Kota

Proses penentuan calon peserta oleh panitia tingkat kabupaten/kota menyusun daftar guru yang ada di kabupaten/kota dengan cara:

1) Daftar urut guru dibuat perjenis satuan pendidikan (TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK), daftar guru PNS dan guru non-PNS dipisahkan untuk masing-masing kabupaten/kota.

2) Daftar guru yang ada di kabupaten/kota dibuat dengan urutan prioritas: masa kerja sebagai guru, usia, golongan/pangkat, beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja.

8. Proses Sertifikasi

a. Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Gambar 2.1
Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

 

Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG)
Di dalam gambar 2.1 mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan ini harus melalui mekanisme-mekanisme yang sudah tergambar dan jika tidak melalui tahap-tahap ini, maka sertifikasi yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan.

Seperti terlihat gambar 2.1 institusi yang terlibat dalam proses ini adalah Depdiknas melalui Ditjen Dikti dan PMPTK, Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota dan LPTK Penyelenggara. Tata kerja setiap institusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Departemen Pendidikan Nasional

a) Membentuk dan menetapkan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) yang terdiri atas unsur Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, dan Wakil LPTK.

b) Menetapkan LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam bentuk rayon.
   

2) Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)

a) Sinkronisasi kegiatan antar unit terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru.

b) Mengkoordinasikan pengembangan sistem dan mekanisme sertifikasi guru.

c) Mengkoordinasikan pengembangan Panduan Sertifikasi Guru (untuk LPTK, Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan peserta).

d) Mengkoordinasikan pengembangan instrumen portofolio.

e) Mengkoordinasikan pengembangan sistem rekrutmen asesor.

f) Menyelenggarakan sistem manajemen informasi sertifikasi guru.
Menyusun jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru.
 

3) Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK)

a) Menetapkan kuota sertifikasi guru di lingkungan Depdiknas di tiap-tiap kabupaten/kota.

b) Mengembangkan formulir pendaftaran peserta sertifikasi guru (Format A1 dan Format A2). 

c) Mengembangkan sistem manajemen informasi peserta sertifikasi guru.

d) Menetapkan kriteria peserta sertifikasi guru.

e) Memfasilitasi Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menjabarkan rambu-rambu kriteria seleksi internal propinsi.

f) Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru dengan  Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

g) Melakukan pelatihan pemrosesan data (scanning) peserta sertifikasi di tingkat propinsi.

h) Mengolah dan menganalisis data sertifikasi guru.

i) Mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru kepada Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

j) Memfasilitasi Pelaksanaan Diklat Profesi Guru dan remidi.

k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru.

4) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti)

a) Mengembangkan naskah akademik sertifikasi guru.

b) Melaksanakan seleksi PLTK penyelenggara sertifikasi guru.

c) Menyusun naskah akademik KSG.

d) Memfasilitasi kegiatan KSG.

e) Mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru.

f) Mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru.

g) Mengembangkan Panduan Sertifikasi Guru (untuk LPTK, Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan peserta).

h) Mengembangkan instrumen portofolio.

i) Mengembangkan sistem dan melaksanakan rekrutmen asesor.

j) Melaksanakan pelatihan dan pembekalan asesor.

k) Mengembangkan sistem manajemen informasi sertifikasi guru.

l) Mengembangkan sistem Diklat Profesi Guru.

m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi.

n) Menetapkan kabupaten/kota yang menjadi wilayah Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

o) Melaksanakan sosialisasi kepada LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru.
    

5) Dinas Pendidikan Propinsi

a) Membentuk Panitia Sertifikasi Guru tingkat propinsi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

(1) Menerima dokumen-dokumen dari Ditjen PMPTK sebagai berikut:

· Instrumen portofolio.

· Pedoman Sertifikasi Guru bagi Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota.

· Pedoman Sertifikasi Guru bagi peserta.

· Daftar kuota peserta sertifikasi guru untuk masing-masing kabupaten/kota.

· Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

(2) Mengkomunikasikan Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru 
ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

(3) Melaksanakan Sosialisasi Program Sertifikasi Guru kepada Dinas Kabupaten/Kota dan guru di wilayah kerjanya.

(4) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan kabupaten/kota terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru, antara lain penyerahan Format A1, A2, dan rekapitulasi guru, pengiriman berkas portofolio ke LPTK penyelenggara sertifikasi.

(5) Menerima Format A1 dan melaksanakan pemrosesan data (scanning) peserta sertifikasi guru di wilayahnya.

(6) Mengirim data hasil scanning ke Ditjen PMPTK.

(7) Menghimpun dan mengirimkan Format A2 ke LPMP setempat.

(8) Rekapitulasi peserta sertifikasi guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

b) Memfasilitasi kegiatan Panitia Sertifikasi Guru.

c) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan sertifikasi guru di wilayahnya.
d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru.
e) Memfasilitasi pelaksanaan Diklat Profesi Guru.

f) Memfasilitasi pelaksanaan remidi.
 

6) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

Membentuk Panitia Sertifikasi Guru tingkat kabupaten/kota dengan tugas-tugas sebagai berikut:

a) Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur sertifikasi guru kepada guru di wilayahnya.

b) Membuat daftar urut prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen PMPTK.

c) Menetapkan guru peserta sertifikasi tahun 2007 sesuai dengan kuota melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
d) Menetapkan nomor peserta sertifikasi guru di wilayahnya dengan tata cara yang ditentukan.

e) Menerima Format A1 sejumlah peserta sertifikasi guru dari Ditjen PMPTK (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan).

f) Menggandakan Pedoman Sertifikasi Guru, Instrumen Portofolio, Panduan Penyusunan Portofolio, dan Format A2 sejumlah peserta sertifikasi guru yang ada di wilayahnya.

g) Mendistribusikan nomor peserta, Format A1, Format A2, Pedoman Sertifikasi Guru, Instrumen Portofolio, dan Panduan Penyusunan Portofolio kepada guru yang masuk kuota tahun 2007.

h) Menghimpun dan memverifikasi Format A1 dan Format A2 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi guru.

i) Menghimpun portofolio yang telah disusun oleh peserta sertifikasi guru masing-masing rangkap 2.
j) Membuat rekapitulasi peserta sertifikasi guru menggunakan Format B1. Dokumen dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy Excel.
k) Menyerahkan kepada Dinas Pendidikan Propinsi dokumen sebagai berikut:

(1) Format A1 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi disertai dengan rekapitulasisnya dengan menggunakan Format B1 dalam bentuk hard copy dan soft copy Excel. Penyerahan dokumen tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Formulir Pendaftaran (BA Formulir Pendaftaran).

(2) Format A2 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi. Penyerahan dokumen tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Formulir Pendaftaran (BA Biodata).

l) Menyerahkan kepada Rayon LPTK (Lembaga Pengadaan Tenaga Kependidikan) dokumen sebagai berikut:

(1) Portofolio, masing-masing rangka 2 (dua).

(2) Rekapitulasi peserta berdasarkan nomor peserta.

(3) Pas photo berwarna tahun 2007, ukuran 3 x 4 cm; rangkap 4. 
Di bagian belakang setiap foto dituliskan identitas peserta (nama dan nomor peserta).

m) Menerima hasil penilaian portofolio guru dari Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi, dan menginformasikan kepada peserta.

n) Menindaklanjuti hasil penilaian portofolio:

(1) Meneruskan pengumuman kepada peserta sertifikasi.

(2) Peserta yang lulus diminta menunggu pengumuman lebih lanjut untuk memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi dari Depdiknas.

(3) Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta yang harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio, selanjutnya diserahkan kembali ke Rayon LPTK.

(4) Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta yang harus mengikuti DPG.

o) Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terutama yang berkaitan dengan pengiriman dokumen portofolio dan tindak lanjut dari hasil penilaian portofolio (melengkapi dokumen portofolio dan DPG).

p) Memfasilitasi pelaksanaan Diklat Profesi Guru.
 

7) Rayon LPTK

LPTK Induk dan LPTK Mitra dalam satu rayon membentuk Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru, dengan tugas sebagai berikut:

a) Merencanakan pelaksanaan penilaian portofolio. 

b) Menerima dokumen Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti.

c) Merekrut asesor portofolio berdasarkan kriteria yang dikembangkan Ditjen Dikti (asesor yang telah dibina oleh Ditjen Dikti tahun 2006 memperoleh prioritas). 

d) Mengundang asesor dari rayon lain apabila dalam rayon tersebut tidak terdapat asesor prodi yang relevan.

e) Menerima dokumen portofolio dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota beserta daftar rekapitulasinya.
f) Mengadministrasikan dokumen portofolio untuk dinilai oleh asesor.
g) Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu penilaian portofolio beserta perangkat pendukungnya..

h) Mengundang asesor, melakukan coaching, dan mengkoordinasikan penilaian portofolio.

i) Melakukan entri data hasil penilaian asesor dan membuat rekapitulasinya. 

j) Menetapkan hasil penilaian portofolio:

(1) Lulus uji sertifikasi.

(2) Melengkapi dokumen portofolio.

(3) Mengikuti Diklat Profesi Guru.

k) Mengeluarkan sertifikasi pendidik bagi guru yang telah lulus uji sertifikasi. Sertifikasi ditanda tangani oleh Rektor LPTK selaku ketua rayon.

l) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Diklat Profesi Guru.

m) Memberikan Nomor Pokok Peserta Diklat Profesi Guru.

n) Melaksanakan penilaian ulang portofolio yang telah dilengkapi peserta oleh asesor yang menilai sebelumnya.

o) Melaksanakan ujian ulang kepada Peserta Diklat Profesi Guru yang belum lulus.

p) Melaporkan peserta sertifikasi guru yang sudah mendapat sertifikasi pendidik kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) melalui KSG untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru dengan menggunakan Format 5.

q) Melaporkan hasil sertifikasi kepada KSG, dengan tembusan Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

r) Merencanakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan dan akuntabel.
 

b. Prosedur Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Portofolio dinilai oleh LPTK penyelenggaraan sertifikasi guru yang dikoordinasikan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). KSG terdiri atas LPTK, Ditjen Dikti, dan Ditjen PMPTK, sedangkan tahapan sertifikasi guru dalam jabatan disajikan pada gambar 2.2:

Gambar 2.2
Prosedur Sertifikasi Guru dalam Jabatan


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG)

Pada gambar 2.2 dijelaskan mengenai prosedur sertifikasi guru dalam jabatan sebagai berikut:

1) Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio Guru.

2) Dokumen Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Diknas Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK tersebut.

3) Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan Sejumlah LPTK Mitra.

4) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi profesi pendidik.

5) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum juga mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, Rayon LPTK merekomendasikan alternatif berikut:

a) Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio.

b) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi dan waktu PLPG disesuaikan dengan hasil penilaian portofolio.

c) Apabila peserta lulus ujian PLPG, peserta akan memperoleh Sertifikat Pendidik.

d) Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulangan.

6) Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka mekanisme, materi, dan sistem ujian PLPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

7) PLPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
 

Sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Depdiknas, Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota, PMPTK dan LPTK Penyelenggara. Keterkaitan berbagai instansi tersebut dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan sertifikasi guru dapat dijelaskan sebagai berikut.

Prosedur sertifikasi guru pada satuan pendidikan di bawah Departemen Agama dan departemen lain, menyesuaikan prosedur sertifikasi Depdiknas.

c. Kegiatan Guru dalam Proses Sertifikasi

Diagram langkah-langkah kegiatan guru sebagai calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan akan disajikan pada gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Diagram Alur Kegiatan Guru dalam Proses Sertifikasi


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon
Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kegiatan guru dalam proses sertifikasi sebagai berikut:

a) Mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

b) Sosialisasi minimal mencakup informasi tentang: 

(1) Prosedur dan tata cara pendaftaran.

(2) Prosedur dan tata cara sertifikasi guru dalam jabatan.

(3) Peranan lembaga-lembaga terkait (Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota, LPTK Penyelenggara).

(4) Syarat mengikuti prosedur sertifikasi.

(5) Prosedur penyusunan portofolio.

2) Calon guru peserta harus mengerti berbagai persyaratan untuk mengikuti sertifikasi. Persyaratan tersebut antara lain:

a) Guru minimal lulusan S1 atau D4.

b) Telah menjadi guru tetap pada suatu sekolah yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari lembaga yang berwenang.

c) Syarat lain yang ditetapkan oleh Depdiknas, Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat daftar urut prioritas peserta sertifikasi berdasarkan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Ditjen PMPTK.

4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan guru sebagai peserta sertifikasi sesuai dengan daftar urut prioritas dan kuota.

5) Guru yang terseleksi sebagai peserta sertifikasi memperoleh:

a) Nomor peserta.

b) Instrumen Portofolio.

c) Format A1 dan Format A2 dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

6) Guru mengisi Format A1, Format A2, menyiapkan pas photo terbaru berukuran 3 x 4 (berwarna) 4 lembar, menyusun portofolio, kemudian menyerahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Di belakang setiap photo dituliskan nama dan nomor peserta.

7) Guru menunggu hasil penilaian portofolio.

8) Jika lulus, peserta memperoleh Sertifikat Pendidik.

9) Jika tidak lulus, maka peserta memperoleh rekomendasi dari LPTK penyelenggara sertifikasi:

a) Melakukan berbagai kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio; atau

b) Mengikuti Diklat Profesi Guru di LPTK penyelenggara sertifikasi yang dikoordinasikan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

c) Di akhir Diklat Profesi Guru dilakukan uji kompetensi. Apabila tidak lulus, guru diberi kesempatan mengikuti ujian ulang.

d. Panduan Penyusunan Portofolio

1) Pengertian dan Fungsi

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/ prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran (kompetensi kepribadian, paedagogik, profesional, dan sosial). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, komponen portofolio meliputi:

a) Kualifikasi akademik.

b) Pendidikan dan pelatihan.

c) Pengalaman mengajar.

d) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

e) Penilaian dari atasan dan pengawas.

f) Prestasi akademik.

g) Karya pengembangan profesi.

h) Keikutsertaan dalam forum ilmiah.

i) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial.

j) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru (khususnya guru dalam jabatan) adalah untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran. Kompetensi paedagogik dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi akademik.
 

Porto folio juga berfungsi: 

a) Wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung.

b) Informasi/data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

c) Dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum).

d) Dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru.

2) Komponen Portofolio

Dalam Permendiknas RI No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, komponen portofolio meliputi beberapa hal berikut:

a) Kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi baik pendidikan gelar (S1, S2 atau S3) maupun non gelar (D4 atau post graduate diploma), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikasi diploma.

b) Pendidikan dan pelatihan, yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional maupun internasional. Bukti fisik komponen dapat berupa sertifikat, piagam atau surat keterangan bagi lembaga penyelenggara diklat.

c) Pengalaman mengajar, yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan/surat keterangan yang sah dari suatu lembaga yang berwenang.

d) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Bukti fisik dari sub komponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP) yang diketahui/disahkan oleh atasan. RP/RPP/SP yang dilampirkan adalah 5 (lima) RP/RPP/SP yang terbaik. Pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Kegiatan ini mencakup tahapan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan appersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemantapan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman dan tindak lanjut). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru.

e) Penilaian dari atasan dan pengawas, yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, yaitu meliputi aspek-aspek: ketaatan dalam menjalankan agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi, dan kreatifitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerjasama.

f) Prestasi akademik, yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional, maupun tingkat internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental dibidang pendidikan atau non kependidikan), dan pembimbingan teman sejawat dan/atau siswa (instruktur, guru inti, atau guru pembimbing). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

g) Karya pengembangan profesi, yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, atau nasional; artikel yang dimuat dalam media jurna/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; menjadi reviewer buku, penulisan soal Ebtanas/UN; modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama satu semester; media/alat pembelajaran dalam bidangnya; laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok); dan karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut.

h) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional atau internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang dilampirkan ialah berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi nara sumber dan sertifikat/piagam bagi peserta.

i) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, yaitu pengalaman guru menjadi pengurus, dan bukan hanya sebagai anggota di suatu organisasi kependidikan dan sosial. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, ketua asosiasi guru bidang studi, asosiasi profesi, dan pembina kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja, KIR). Sementara itu, pengurus di bidang sosial antara lain menjabat ketua RW, ketua RT, ketual LMD, dan pembina kegiatan keagamaan. Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

j) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan, yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama, waktu, hasil, lokasi/geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), dan relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa foto copy sertifikat, piagam, atau surat keterangan.
 

3) Pengisian Instrumen Portofolio

a) Identitas Guru Peserta Sertifikasi

Identitas guru peserta sertifikasi meliputi nama (lengkap dengan gelar akademik), nomor peserta, pangkat/golongan, NIP/NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, akta mengajar sekolah tempat tugas (nama, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nomor telepon, e-mail, dan nomor statistik sekolah), guru mata pelajaran/guru kelas, dan beban mengajar perminggu. Pangkat dan golongan bagi guru non PNS mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Halaman identitas ini ditandatangani oleh penyusun dan disahkan oleh kepala sekolah dan pengawas pendidikan setelah portofolio selesai disusun.

b) Daftar Isi

Peserta sertifikasi perlu melengkapi dokumen portofolio dengan daftar isi agar memudahkan tim penilai (asesor) dalam melaksanakan tugasnya. Daftar isi ini menjelaskan tentang nama komponen dan di halaman berapa komponen tersebut disusun.

c) Dokumen Portofolio

Dokumen portofolio ini memuat seluruh komponen portofolio yang di dalam instrumen ditampilkan dalam bentuk tabel. Peserta sertifikasi diminta untuk mengisi tabel tersebut sesuai dengan pengalaman dan hasil karya yang dimiliki secara jujur dan bertanggung jawab. Peserta juga diminta melampirkan bukti-bukti fisik berupa dokumen dan/atau hasil karya sesuai yang dituliskan dalam tabel. Untuk dokumen-dokumen, seperti sertifikat, piagam atau surat keterangan dapat berupa foto copy dokumen-dokumen tersebut yang telah dilegalisasi oleh atasan, untuk dokumen foto copi ijazah/akta mengajar harus dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya atau oleh direktorat jenderal pendidikan tinggi untuk ijazah luar negeri.

d) Penutup

Komponen penutup ini berisi pernyataan dari penyusun dan pemilik dokumen yang memuat tentang jaminan keaslian dan tidak melanggar kode etik dalam membuat dan/atau mendapatkannya. Di samping itu, pernyataan juga berisi kesiapan menerima sanksi atas pelanggaran yang terkait dengan hak cipta, apabila ditemukan atau di kemudian hari ditemukan bukti terjadinya pelanggaran.

4) Penyusunan Portofolio

Bukti fisik atau dokumen disusun dengan urutan sebagai berikut:

a) Halaman sampul.

b) Instrumen portofolio, yang meliputi (1) identitas peserta dan pengesahan, (2) komponen portofolio, yang meliputi komponen sebagai berikut: 

(1) Kualifikasi akademik.

(2) Pendidikan dan pelatihan.

(3) Pengalaman mengajar.

(4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

(5) Penilaian dari atasan dan pengawas.

(6) Prestasi akademik.

(7) Karya pengembangan profesi.

(8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah.

(9) Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial.

(10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan portofolio adalah sebagai berikut:

(1) Setiap bukti fisik hanya boleh digunakan untuk satu komponen portofolio.

(2) Setiap bukti diberi kode di pojok kanan atas, sesuai dengan penomoran pada instrumen portofolio (contoh terlampir).

(3) Setiap pergantian komponen portofolio diberi kertas berwarna sebagai pembatas.

(4) Dokumen portofolio dibendel (dijilid) dan dibuat rangkap dua.

e. Rubrik Penilaian Portofolio

1) Kualifikasi Akademik

Tabel 2.1 Kualifikasi Akademik

	Ijazah
	Relevansi
	Skor

	S1/D4 
(tanpa melalui Diploma)
	Kependidikan sesuai bidang studi (mapel).*
	150

	
	Non kependidikan sesuai bidang studi (mapel) memiliki akta mengajar.
	150

	
	Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel).**
	140

	
	Non kependidikan sesuai bidang studi(mapel).
	130

	
	Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi.
	120

	
	Non kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi memiliki akta mengajar.
	120

	
	Non kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun bidang studi.
	110

	Post Graduate Diploma
	Sesuai bidang studi.
	80

	
	Tidak sesuai.
	50

	S2
	Kependidikan sesuai bidang studi (mapel).
	175

	
	Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel).
	160

	
	Non kependidikan sesuai bidang studi (mapel).
	160

	
	Kependidikan tidak sesuai dengan bidang studi dan rumpun bidang studi.
	145

	
	Non kependidikan tidak sesuai dengan bidang studi dan rumpun bidang studi.
	130

	S3
	Kependidikan sesuai bidang studi (mapel).
	200

	
	Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi (mapel).
	180

	
	Non kependidikan sesuai bidang studi (mapel).
	180

	
	Kependidikan tidak sesuai dengan bidang studi dan rumpun bidang studi.
	160

	
	Non kependidikan tidak sesuai dengan bidang studi dan rumpun bidang studi.
	140


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

* 
Untuk mapel produktif di SMK, program keahlian analog dan bidang studi (mapel).

**
Untuk mapel produktif di SMK, bidang keahlian analog dengan rumpun bidang studi (mapel).

Bagi yang memiliki dua ijazah, S1, S2, S3 atau lebih, maka S1, S2, atau 
S3-nya yang kedua dan seterusnya diperhitungkan dengan skor 25% dari skor yang ditetapkan dalam rubrik ini.

Skor maksimal: jika memiliki S1, S2, dan S3 kependidikan yang relevan: 150 + 175 + 200 = 525.
 

Apabila peserta sertifikasi guru dalam jabatan memiliki ijasah S1 kependidikan agama, ijasah S2 kependidikan Agama dan ijasah S3 kependidikan agama dan mengajar mata pelajaran agama di tempat dinasnya, yang bersangkutan akan memperoleh 150 + 175 + 200 = 525. Jadi skornya maksimal tetapi kalau tidak sesuai mengajarnya dengan ijasah yang dimilikinya skornya S1 = 120, S2 = 145, dan S3 = 160. Jadi skor tidak maksimal bisa dilihat pada tabel 2.1 di atas mengenai bobot nilai yang sudah ditentukan.

2) Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.2 Pendidikan dan Pelatihan

	Lama Diklat 
(Jam Pelatihan) 
	Internasional 
	Nasional 
	Propinsi
	Kab/Kota
	Kecamatan

	
	R
	TR
	R
	TR
	R
	TR
	R
	TR
	R
	TR

	> 640
	60
	45
	50
	40
	45
	35
	40
	30
	35
	25

	481-640
	55
	40
	45
	35
	40
	30
	35
	25
	30
	20

	161-480
	45
	35
	40
	30
	35
	25
	30
	20
	25
	15

	81-160
	40
	30
	35
	25
	30
	20
	25
	15
	20
	10

	30-80
	35
	25
	30
	20
	25
	15
	20
	10
	15
	7

	8-29
	30
	20
	25
	15
	20
	10
	15
	5
	10
	3


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Keterangan:

R
:
relevan; materi diklat mendukung pelaksanaan tugas profesional guru.

TR
:
tidak relevan; materi diklat tidak mendukung pelaksanaan tugas profesional guru.

Skor maksimum (taksiran): 2 x pelatihan nasional relevan pola 170 jam, 
2 x propinsi relevan pola 120 jam, 4 x kabupaten/kota relevan pola 20 jam = (2 x 40) + (2 x 30) + (4 x 15) = 200.
 
Mengapa pada setiap level pelatihan nilainya tidak sama meskipun jamnya sama, karena dalam tabel di atas sudah diatur dalam ketetapan oleh penyelenggara sertifikasi yaitu setiap level kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional dan internasional sudah ada ketetapan skornya. Sebagai gambaran bisa kita bandingkan 161 jam, level nasional memperoleh skor 48 itu saja yang relevan sedangkan pada level propinsi hanya memperoleh 35 skor. Apalagi yang tidak relevan skornya akan lebih sedikit lagi.

3) Pengalaman Mengajar

Tabel 2.3 Pendidikan dan Pelatihan

	Masa Kerja Guru 
	Skor 

	> 25 tahun
	160

	23-25 tahun 
	145

	20-22 tahun 
	130

	17-19 tahun 
	115

	14-16 tahun 
	100

	11-13 tahun 
	85

	8-10 tahun 
	70

	5-7 tahun 
	55

	2-4 tahun 
	40


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan: 

Tugas belajar diperhitungkan dalam pengalaman mengajar.

Skor maksimum: 160.
 
Masa kerja guru dari tabel di atas terlihat semakin lama pengabdian semakin tinggi skornya, otomatis yang lebih senior skornya lebih banyak. 

4) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Guru Umum dan BK

a) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Guru Umum

Tabel 2.4 Perencanaan Pembelajaran Guru Umum

	Mengumpulkan 
5 buah RP/RPP/SP 
yang berbeda.
	Aspek yang Dinilai
	Skor Maksimal 

	
	1. Perumusan tujuan pembelajaran. 
	5

	
	2. Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar.
	10

	
	3. Pemilihan sumber/media pembelajaran.
	5

	
	4. Skenario atau kegiatan pembelajaran.
	10

	
	5. Penilaian hasil belajar.
	10


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan: 

Lima RP/RPP/SP dinilai oleh asesor dengan menggunakan instrumen Penilaian RPP dan dihitung skor reratanya.

Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 40.
 

Pada tabel perencanaan pembelajaran yang terpenting ialah lima aspek yaitu perumusan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi ajar, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario atau kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Kelima aspek tersebut akan dinilai oleh asesor serta setiap komponen harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Skor seluruhnya ialah 40 bila semua aspek tersebut memperoleh nilai maksimal, meskipun kelima aspek itu tercantum apabila tidak sesuai dengan indikator skornya akan berkurang, setiap RPP menggunakan metode yang berbeda.

Tabel 2.5 Pelaksanaan Pembelajaran Guru Umum

	

Mengumpulkan dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran.
	Aspek yang Dinilai
	Skor Maksimal 

	
	1. Pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi).
	20

	
	2. Kegiatan inti:

· Penguasaan materi.

· Strategi pembelajaran.

· Pemanfaatan media/sumber belajar.

· Evaluasi.

· Penggunaan bahasa. 
	80

	
	3. Penutup (refleki, rangkuman dan tindak lanjut).
	20


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 120.
 

Pada tabel di atas yaitu pelaksanaan pembelajaran harus terdapat tiga aspek di antaranya, pra pembelajaran, kegiatan inti dan penutup yang ketiga komponen tersebut secara rinci sudah terdapat pada tabel di atas. Secara garis besar pengumpulan dokumen hasil hasil penilaian oleh kepala sekolah dan atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran harus mendapat surat keterangan dari yang berwenang. Skor maksimal apabila semua kriteria terpenuhi adalah 120.

b) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Guru BK

Tabel 2.6 Perencanaan Pembelajaran Guru BK

	
Mengumpulkan 5 buah Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK)
	Aspek yang Dinilai
	Skor Maksimal 

	
	1. Perumusan tujuan pembelajaran.
	4

	
	2. Pemilihan dan pengorganisasian materi pelayanan.
	8

	
	3. Pemilihan instrumen dan media.
	8

	
	4. Strategi pelayanan.
	8

	
	5. Waktu dan biaya.
	4

	
	6. Rencana evaluasi dan tindak lanjut
	4

	Mengumpulkan program semesteran 
dan program tahunan.
	7. Program semesteran bimbingan dan konseling.
	2

	
	8. program tahunan bimbingan dan konseling.
	2

	
	Jumlah Skor
	40


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

Kumpulkan 4 (empat) dari 5 (lima) buah Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK) yang mencakup bidang: (1) pendidikan/belajar; 
(2) karier; (3) pribadi; (4) sosial; dan (5) akhlak mulia/budi pekerti.

Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 40.
 

Pada tabel perencanaan pembelajaran guru BK (Bimbingan Konseling) diwajibkan lima buah Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK), serta mengumpulkan program semesteran dan program tahunan yang mencakup bidang (1) pendidikan/belajar; (2) karier; (3) pribadi; (4) sosial; dan (5) akhlak mulia/budi pekerti. Aspek yang dinilai yaitu perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian materi pelayanan, pemilihan instrumen dan media, strategi pelayanan, waktu dan biaya, rencana evaluasi dan tindak lanjut, program semesteran bimbingan dan konseling. Bila semua aspek mencapai nilai maksimum, maka skornya 40.

Tabel 2.7 Pelaksanaan Pembelajaran Guru BK

	Laporan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling.
	Aspek yang Dinilai
	Skor Maksimal 

	
	1. Agenda kerja guru bimbingan dan konseling (konselor).
	5

	
	2. Daftar konseli (siswa).
	5

	
	3. Data kebutuhan dan permasalahan.
	10

	
	4. Laporan bulanan.
	5

	
	5. Laporan semesteran/tahunan.
	5

	
	6. Aktivitas pelayaan bimbingan dan konseling:
	

	
	· Pemahaman (antara lain: sosiometri, kunjungan rumah, catatan anekdot, konferensi kasus).
	20

	
	· Pelayanan langsung (antara lain: konseling individual, kelompok, klasikal, refreal.
	40

	
	· Pelayanan tidak langsung (antara 
lain: papan bimbingan, kotak masalah, biblio konseling, audiovisual, audio, media cetak, 
liflet, buku saku.
	15

	
	7. Laporan hasil evaluasi program proses, dan produk bimbingan dan konseling, serta tindak lanjutnya.
	15


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 
120.
 
Pada tabel Pelaksanaan Pembelajaran Guru BK (Bimbingan Konseling) aspek yang dinilai antara lain: agenda kerja guru Bimbingan dan Konseling (konselor), daftar konseli (siswa), 
data kebutuhan dan permasalahan, laporan bulanan, laporan semesteran/tahunan, aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling. Jika semua aspek mencapai nilai maksimum, maka skornya 120.

5) Penilaian dari Atasan dan Pengawas

Tabel 2.8 Penilaian dari Atasan dan Pengawas

	Bukti
	Aspek yang Dinilai
	Skor Maksimal

	Dokumen hasil penilaian oleh atasan dan/atau pengawas tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
	1. Ketaatan menjalankan ajaran agama.
	5

	
	2. Tanggung jawab.
	5

	
	3. Kejujuran.
	5

	
	4. Kedisiplinan.
	5

	
	5. Keteladanan.
	5

	
	6. Etos kerja.
	5

	
	7. Inovasi dan kreatifitas.
	5

	
	8. Kemampuan menerima kritik dan saran.
	5

	
	9. Kemampuan berkomunikasi.
	5

	
	10. Kemampuan bekerjasama.
	5

	
	Jumlah
	50


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

Skor maksimal: jika semua butir aspek mencapai skor maksimum: 50.
 
Dari tabel Penilaian dari Atasan dan Pengawas, yang diprioritaskan adalah tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yaitu dengan perincian aspek yang dinilai ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, motivasi dan kreatifitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerjasama. Skor maksimal bila semua aspek terpenuhi dan sesuai dengan kriteria adalah 50.

6) Prestasi Akademik

a) Lomba dan Karya Akademik

Tabel 2.9 Lomba dan Karya Akademik

	Prestasi
	Tingkat
	Skor

	Bukti juara lomba akademik
	Internasional 
	60

	
	Nasional
	40

	
	Propinsi
	30

	
	Kabupaten/Kota
	20

	
	Kecamatan 
	10

	Bukti menemukan karya monumental
	Pendidikan
	60

	
	Non Pendidikan 
	40


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan: 

Kejuaran diambil tingkat yang tertinggi.
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa fokusnya ialah bukti juara lomba akademik dan penemuan karya monumental. Bobot level skor tidak sama, semakin tinggi skupnya semakin tinggi pula skor yang diperoleh, sedangkan mengenai karya monumental didasarkan pada faknya penemuan pada bidang pendidikan akan memperoleh skor yang lebih tinggi daripada menemukan yang bukan dari non-pendidikan.

b) Pembimbingan kepada Teman Sejawat/Siswa

Tabel 2.10 Pembimbingan kepada Teman Sejawat/Siswa

	Jenis Pembimbingan Teman Sejawat/Siswa
	Skor

	Instruktur
	40

	Guru Inti/Tutor/Pemandu
	20

	Pembimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya
	Tingkat Internasional
	40

	
	Tingkat Nasional
	25

	
	Tingkat Propinsi
	20

	
	Tingkat Kabupaten/Kota
	15

	
	Tingkat Kecamatan
	10


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

Skor maksimum (taksiran): 1 x lomba akademik nasional, 1 x juara lokal, sebuah karya monumental bidang pendidikan, instruktur: 
40 + 20 + 60 + 40 = 160.
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa fokusnya adalah bimbingan teman sejawat dan bimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya. Bimbingan teman sejawat/siswa didasarkan pada instruktur atau pemandu biasa, apabila menjadi instruktur skornya 40 sedangkan pemandu skornya 20. Pembobotan skor bimbingan siswa dalam berbagai lomba didasarkan pada levelnya, semakin tinggi levelnya semakin tinggi skornya. Dan maksud dari (taksiran): 1 x lomba akademik nasional,  1 x juara lokal, sebuah karya monumental bidang pendidikan, instruktur adalah:

· 40
: satu kali juara lomba akademik nasional.
· 20
: satu kali juara lomba akademik lokal.
· 60 
: sebuah karya monumental bidang pendidikan
· 40 
: sebagai instruktur (dapat dilihat pada tabel 2.9)

Jumlah skor maksimum 160.
7) Karya Pengembangan Profesi

Tabel 2.11 Karya Pengembangan Profesi

	Jenis Dokumen/Karya
	Publikasi
	Skor

	
	
	Relevan
	Tidak Relevan

	Buku
	Nasional
	50
	35

	
	Propinsi
	40
	25

	
	Kabupaten/Kota
	30
	15

	Artikel 
	Jurnal Terkareditasi
	25
	20

	
	Jurnal Tidak Terakreditasi
	10
	8

	
	Majalah/Koran Nasional
	10
	8

	
	Majalah/Koran Lokal
	5
	3

	Modul/Buku dicetak lokal (Kabupaten/Kota)
	Minimal mencakup materi 1 tahun (dua semester)

	Media/alat pelajaran
	Setiap membuat satu media/alat pelajaran diberi skor 5.

	Laporan penelitian 
di bidang pendidikan 
	Setiap satu laporan diberi skor 10. Sebagai ketua 60% dan anggota 40%.

	Karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain).
	Setiap karya seni diberi skor 15.


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

Skor maksimum (taksiran): 1 buku publikasi kabupaten/kota, 1 artikel dalam jurnal terakreditasi, 2 artikel dalam jurnal tidak terakreditasi, dan dua artikel di koran lokal: 30 + 25 + (2 x 10) + (2 x 5) = 85.
 
Berdasarkan tabel Karya Pengembangan Profesi adalah komponen ini mencakup semua hasil karya penunjang profesi. Bobot tertinggi adalah buku, di bawahnya artikel dan di bawahnya lagi karya seni. Maksud dari 30 + 25 + (2 x 10) + (2 x 5) = 85 adalah:
· 30 
: satu buku publikasi kabupaten.

· 25 
: satu artikel dalam jurnal terakreditasi.

· 2 x 10
: dua artikel dalam jurnal tidak terakreditasi.

· 2 x 5
: dua artiel di koran lokal.

Jadi jumlah semuanya 85.
8) Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah

Tabel 2.12 Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah

	Tingkat
	Skor

	
	Pemakalah
	Peserta

	Internasional
	50
	10

	Nasional
	40
	8

	Propinsi
	30
	6

	Kabupaten/Kota
	20
	4

	Kecamatan
	10
	2


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

Skor maksimum (taksiran): 1 peserta internasional, 1 pemakalah nasional dan 3 x peserta kabupaten/kota: 10 + 40 + (3 x 4) = 62.
 
Berdasarkan tabel di atas mengenai Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah adalah keterlibatan peserta sertifikasi dalam berbagai forum ilmiah di antaranya, simposium, loka karya, seminar, diklat, dan lain-lain. Skor yang diperoleh melihat pada pemakalah atau sebagai peserta. Setiap level berbeda skornya, lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di atas tentang skor per level. Maksud dari 10 + 40 + (3 x 4) = 62 sebagai berikut:

· 10 
: satu peserta internasional.
· 40 
: satu pemakalah nasional.
· 3 x 4
: tiga kali peserta kabupaten.
Jadi total skornya 62.
9) Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial

a) Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial

Tabel 2.13
Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial

	Tingkat
	Skor per Tahun

	
	Kependidikan
	Sosial 

	Internasional
	10
	7

	Nasional
	7
	5

	Propinsi
	5
	4

	Kabupaten/Kota
	4
	3

	Kecamatan
	3
	2

	Desa/Kelurahan
	2
	1


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Pada tabel pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial yang difokuskan adalah peserta sertifikasi pernah menjadi pengurus organisasi pendidikan ataupun organisasi sosial. Bobot skor ditentukan pada level kepengurusan, semakin tinggi level kepengurusan semakin tinggi skor dan juga ditentukan jenis organisasinya, pendapatan skor dihitung sejak peserta menjabat sebagai pengurus organisasi. Setiap tahun untuk pemegang kependidikan dan sosial bisa dilihat pada tabel di atas perincian skornya.

b) Tugas Tambahan

Tabel 2.14 Tugas Tambahan

	Tugas Tambahan
	Skor per Tahun

	Kepala sekolah
	4

	Wakil kepala sekolah/ketua jurusan/kepala laboratorium/kepala bengkel
	2

	Pembina ekstra kurikuler (pramuka, drum band, mading, KTR, dan sejenisnya).
	1


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

Skor maksimum (taksiran): 3 tahun pengurus nasional organisasi kependidikan, 3 tahun pengurus organisasi sosial tingkat kabupaten, mendapat tugas tambahan sebagai wakasek dan kasek masing-masing selama 4 tahun: (3 x 7) + (3 x 3) +(4 x 2) + (4 x 4) = 54.
 
Pada tabel tugas tambahan ini difokuskan pada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bengkel, pembina ekstra kurikuler (pramuka, drum band, mading, KTR, dan sejenisnya). Skor diperoleh pertahun sesuai dengan ketentuan pada tabel di atas, maksud dari (3 x 7) + (3 x 3) +(4 x 2) + (4 x 4) = 54 adalah:
· 3 x 7
: 
tiga tahun pengurus nasional organisasi kependidikan.
· 3 x 3
: 
tiga tahun pengurus organisasi.
· 4 x 2
: 
mendapat tugas tambahan sebagai Wakasek selama 
4 tahun.

· 4 x 4
:
mendapat tugas tambaan sebagai Kasek selama 4 tahun.
Jadi skornya 54.
10) Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan

Tabel 2.15 Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan

	Tingkat 
	Skor 

	Internasional
	30

	Nasional
	20

	Propinsi
	10

	Kabupaten/Kota
	5

	Melaksanakan tugas di daerah terpencil/tertinggal/
bencana/konflik/perbatasan.
	Setiap tahun 4


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

Skor maksimal (taksiran): 1 x penghargaan nasional, 3 x penghargaan propinsi: 20 + (3 x 10) = 50.

Pada tabel penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan fokusnya ialah 2 aspek penghargaan bidang pendidikan dan penugasan di daerah khusus. Skor nilai adalah semakin tinggi levelnya semakin tinggi skornya. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di atas. Dan maksud dari 20 + (3 x 10) = 50 adalah:
· 20 
: satu kali penghargaan nasional.
· 3 x 10
: 3 kali penghargaan propinsi.
Jadi jumlah keseluruhan 50.
Skor Maksimal per Unsur Portofolio

(Sebagian merupakan skor maksimal fix dan sebagian yang lain skor maksimal taksiran)

Tabel 2.16 Skor Maksimal per Unsur Portofolio

	No.
	Unsur Portofolio Guru 
	Skor

	1.
	Kualifikasi Akademik
	525

	2.
	Pendidikan dan Pelatihan
	200

	3.
	Pengalaman Mengajar 
	160

	4.
	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran 
	160

	5.
	Penilaian dari Atasan dan Pengawas
	50

	6.
	Prestasi Akademik
	160

	7.
	Karya Pengembangan Profesi
	85

	8.
	Keikusertaan dalam Forum Ilmiah
	62

	9.
	Pengalaman Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial 
	48

	10.
	Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan 
	50

	
	Jumlah 
	1500


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Pada tabel skor maksimal per unsur portofolio adalah bahwasanya yang ditampilkan pada tabel di atas adalah skor maksimal per unsur portofolio guru. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di atas berapa masing-masing skor maksimal setiap komponen.

Exercise:

1) Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok (Minimal 300 dan Semua Sub Unsur Tidak Boleh Kosong)

Tabel 2.17 Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok

	No.
	Unsur 
	Skor

	1.
	Kualifikasi Akademik
	525

	2.
	Pengalaman Mengajar 
	160

	3.
	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran 
	160

	
	Jumlah
	845


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Pada tabel kualifikasi dan tugas pokok (minimal 300 dan semua sub unsur tidak boleh kosong). Unsur kualifikasi dan tugas pokok ini jumlah skor maksimal semua komponen adalah 845 dengan perincian kualifikasi akademik 525, pengalaman mengajar 160, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 160.

2) Unsur Pengembangan Profesi (Minimal 200 dan Guru yang Ditugaskan pada Daerah Khusus Minimal 150)

Tabel 2.18 Unsur Pengembangan Profesi

	No.
	Unsur 
	Skor

	1.
	Pendidikan dan Pelatihan
	525

	2.
	Penilaian dari Atasan dan Pengawas
	50

	3.
	Prestasi Akademik
	160

	4.
	Karya Pengembangan Profesi
	85

	
	Jumlah
	495


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Pada tabel pengembangan profesi (minimal 200 dan guru yang ditugaskan pada daerah khusus minimal 150). Unsur pengembangan profesi jumlah skor maksimal keseluruhan semua komponen adalah 495 dengan perincian pendidikan dan pelatihan 525, penilaian dari atasan dan pengawas 50, prestasi akademik 160, karya pengembangan profesi 85.

3) Unsur Pendukung Profesi (Tidak Boleh Nol dan Maksimal 100)  

Tabel 2.19 Unsur Pendukung Profesi

	No.
	Unsur 
	Skor

	1.
	Keikusertaan dalam Forum Ilmiah
	62

	2.
	Pengalaman Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial 
	48

	3.
	Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan 
	50

	
	Jumlah
	160


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Pada tabel unsur pendukung profesi jumlah skor maksimal keseluruhan semua komponen ialah 160. Dengan perincian keikusertaan dalam forum ilmiah 62, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial 48, penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 50. Skor maksimum 1500 adalah penggabungan dari skor maksimal unsur kualifikasi dan tugas pokok, unsur pengembangan profesi dan unsur pendukung profesi. Batas lulus sertifikasi = 850. jadi kalau nilai yang diperoleh 1500 masih lebih 57% skornya.
 

f. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
1) Rasional

Guru-guru yang belum lulus penilaian PF diindikasikan belum memiliki bukti fisik yang cukup dalam bidang kualifikasi akademik dan tugas pokok, bidang pengembangan profesi, atau bidang penunjang profesi. Melalui pendidikan dan pelatihan tersebut, bagi guru-guru yang belum lulus diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya pada ketiga bidang tersebut sehingga mempunyai kompetensi paedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai sehingga kinerjanya meningkat dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran di sekolah. BPSG Rayon diberikan mandat untuk menyelenggarakan PLPG bagi guru yang belum lulus penilaian PF atas persetujuan PMPTK. Oleh sebab itu, BPSG perlu merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi PLPG. Pelaksanaan PLPG yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru sehingga layak diusulkan memperoleh tunjangan profesi guru. BPSG perlu merancang kegiatan PLPG secara profesional agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
 

2) Tujuan

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) yang diselenggarakan oleh BPSG Rayon bertujuan untuk:

a) Meningkatkan kompetensi guru/konselor yang belum lulus dalam penilaian portofolio.

b) Menentukan kelulusan peserta sertifikasi guru dalam jabatan yang belum lulus dalam penilaian portofolio melalui proses pendidikan dan pelatihan.
 

3) Sasaran Pelatihan

Sasaran PLPG adalah guru yang tidak lulus penilaian PF (Portofolio) dan direkomendasikan mengikuti PLPG oleh asesor BPSG Rayon.

4) Kurikulum/Struktur Program PLPG

Kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan PLPG mengacu pada Pedoman Pendidikan dan Latihan sertifikasi guru dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Dikti. Kurikulum tersebut terdiri atas Kurikulum PLPG untuk guru: TK, SD, SMP bidang studi, dan SMA bidang studi, dan SMK bidang studi. Kurikulum tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Rambu-rambu Struktur Program PLPG TK/RA

	No.
	Materi
	Teori
	Praktik
	Keterangan

	A
	UMUM
	
	
	

	
	Pengembangan Profesionalitas Guru
	4
	12
	Pembinaan guru sebagai profesional, utamanya pembekalan kompetensi sosial dan kepribadian.

	B
	POKOK
	
	
	

	1
	Pendalaman aspek perkembangan anak yang sesuai dengan karakteristik peserta didik (PAUD Jalur Formal) dan dapat digunakan untuk mengembangkan:

· Keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

· Sosial dan kepribadian.

· Pengetahuan dan teknologi.

· Estetika.

· Jasmani, olah raga dan kesehatan.  
	10
	12
	Proporsi antara teori 
dan praktik disesuaikan dengan karakteristik aspek perkembangan peserta didik PAUD Jalur Formal.


Dilanjutkan…

…lanjutan

	No.
	Materi
	Teori
	Praktik
	Keterangan

	2.
	Model-model pembelajaran inovatif, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik PAUD Jalur Formal yang bermuara pada Pengembangan Program Pembelajaran (RPP).
	10
	12
	Proporsi antara teori 
dan praktik disesuaikan dengan karakteristik program pembelajaran.

	3.
	Penilaian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah 
	4
	6
	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran.

	4.
	Pelaksanaan pembelajaran (peer teaching)
	
	30
	· Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara pararel.

· Tiap peserta tampil 
3 kali @ 1 JP.

· Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik.

	C.
	UJIAN 
	
	
	

	1.
	Tulis
	2
	
	

	2.
	Praktik
	
	*)
	

	
	Jumlah JP
	30
	60
	


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

· Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG.

· *) sudah terintegrasi di B4.
 
Pada tabel di atas fokus materi program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) TK/RA mempunyai 3 bagian di antaranya umum, pokok, ujian. Umum meliputi pengembangan profesionalitas guru, pokok meliputi pendalaman aspek perkembangan anak yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal, model-model pembelajaran yang sesuai dengan PAUD, pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), pelaksanaan pembelajaran dan ujian meliputi tulis dan praktik. Setiap komponen memiliki poin/skor yang sudah ditentukan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rambu-rambu Struktur Program PLPG TK/RA. Jumlah JP adalah jumlah seluruh poin komponen dan B4 adalah acuan dalam pengembangan Rambu-rambu Struktur Program PLPG yang sudah terintegrasi.

Tabel 2.21 Rambu-rambu Struktur Program PLPG SD/MI/SDLB

	No.
	Materi
	Teori
	Praktik
	Keterangan

	A
	UMUM
	
	
	

	
	Pengembangan Profesionalitas Guru
	4
	
	Pembinaan guru sebagai profesional, utamanya pembekalan kompetensi sosial dan kepribadian.

	B
	POKOK
	
	
	

	1
	Pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru (Matematika, IPA, IPS, 
Bahasa Indonesia, PKn).
	10
	12
	Proporsi antara teori 
dan praktik disesuaikan dengan karakteristik 
mata pelajaran.

	2.
	Model-model pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 
Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM), asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik yang bermuara pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
	10
	12
	Proporsi antara teori 
dan praktik disesuaikan dengan karakteristik 
mata pelajaran.


Dilanjutkan…

…lanjutan

	No.
	Materi
	Teori
	Praktik
	Keterangan

	3.
	Penilaian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah 
	4
	6
	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran.

	4.
	Pelaksanaan pembelajaran (peer teaching)
	
	30
	· Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok 
dan dilaksanakan secara pararel.

· Tiap peserta tampil 
3 kali @ 1 JP.

· Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik.

	C.
	UJIAN 
	
	
	

	1.
	Tulis
	2
	
	

	2.
	Praktik
	
	*)
	

	
	Jumlah JP
	30
	60
	


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

· Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG.

· *) sudah terintegrasi di B4.
 
Pada tabel di atas fokus materi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) SD/MI/SDLB mempunyai 3 bagian di antaranya umum, pokok, ujian. Umum meliputi pengembangan profesionalitas guru, pokok meliputi pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru (Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn), model-model pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 
Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM), asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik yang bermuara pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Penilaian Tindakan Kelas (PTK), pelaksanaan pembelajaran. Bagian ujian meliputi tulis dan praktik. Setiap komponen memiliki poin/skor yang sudah ditentukan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rambu-rambu Struktur Program PLPG SD/MI/SDLB. Jumlah JP adalah jumlah seluruh poin komponen dan B4 adalah acuan dalam pengembangan Rambu-rambu Struktur Program PLPG yang sudah terintegrasi. 

Tabel 2.22
Rambu-rambu Struktur Program PLPG SMP/MTs/
SMP-LB

	No.
	Materi
	Teori
	Praktik
	Keterangan

	A
	UMUM
	
	
	

	
	Pengembangan Profesionalitas Guru
	4
	
	Pembinaan guru sebagai profesional, utamanya pembekalan kompetensi sosial dan kepribadian.

	B
	POKOK
	
	
	

	1
	Pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru.
	10
	12
	Proporsi antara teori 
dan praktik disesuaikan dengan karakteristik 
mata pelajaran.

	2.
	Model-model pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 
Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM), asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik yang bermuara pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
	10
	12
	Proporsi antara teori 
dan praktik disesuaikan dengan karakteristik 
mata pelajaran.

	3.
	Penilaian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah 
	4
	6
	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran.


Dilanjutkan…

…lanjutan

	No.
	Materi
	Teori
	Praktik
	Keterangan

	4.
	Pelaksanaan pembelajaran (peer teaching)
	
	30
	· Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok 
dan dilaksanakan secara pararel.

· Tiap peserta tampil 
3 kali @ 1 JP.

· Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik.

	C.
	UJIAN 
	
	
	

	1.
	Tulis
	2
	
	

	2.
	Praktik
	
	*)
	

	
	Jumlah JP
	30
	60
	


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

· Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG.

· *) sudah terintegrasi di B4.
 
Pada tabel di atas fokus materi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) SMP/MTs/SMP-LB mempunyai 3 bagian di antaranya umum, pokok, ujian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel materi. Setiap komponen memiliki poin/skor yang sudah ditentukan. Jumlah JP adalah jumlah seluruh poin komponen dan B4 adalah acuan dalam pengembangan Rambu-rambu Struktur Program PLPG yang sudah terintegrasi. 

Tabel 2.23
Rambu-rambu Struktur Program PLPG SMA/MA/
SMA-LB

	No.
	Materi
	Teori
	Praktik
	Keterangan

	A
	UMUM
	
	
	

	
	Pengembangan Profesionalitas Guru
	4
	
	Pembinaan guru sebagai profesional, utamanya pembekalan kompetensi sosial dan kepribadian.

	B
	POKOK
	
	
	

	1
	Pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru.
	10
	12
	Proporsi antara teori 
dan praktik disesuaikan dengan karakteristik 
mata pelajaran.

	2.
	Model-model pembelajaran inovatif, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik 
yang bermuara pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
	10
	12
	Proporsi antara teori 
dan praktik disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik.

	3.
	Penilaian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah 
	4
	6
	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran.

	4.
	Pelaksanaan pembelajaran (peer teaching)
	
	30
	· Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok 
dan dilaksanakan secara pararel.

· Tiap peserta tampil 
3 kali @ 1 JP.

· Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik.

	C.
	UJIAN 
	
	
	

	1.
	Tulis
	2
	
	

	2.
	Praktik
	
	*)
	

	
	Jumlah JP
	30
	60
	


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

· Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG.

· *) sudah terintegrasi di B4.
 
Pada tabel di atas fokus materi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) PLPG SMA/MA/SMA-LB mempunyai tiga bagian 
di antaranya umum, pokok, ujian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel materi. Setiap komponen memiliki poin/skor yang sudah ditentukan. Jumlah JP adalah jumlah seluruh poin komponen dan B4 adalah acuan dalam pengembangan Rambu-rambu Struktur Program PLPG yang sudah terintegrasi. 

Tabel 2.24
Rambu-rambu Struktur Program PLPG SMK/MAK (Kelompok Mapel Adaptif dan Produktif)

	No.
	Materi
	Teori
	Praktik
	Keterangan

	A
	UMUM
	
	
	

	
	Pengembangan Profesionalitas Guru
	4
	
	Pembinaan guru 
sebagai profesional, utamanya pembekalan kompetensi sosial 
dan kepribadian.

	B
	POKOK
	
	
	

	1
	Pendalaman materi mata pelajaran baik adaptif maupun produktif yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru yang diperoleh melalui need assessment.
	10
	12
	Proporsi antara teori 
dan praktik disesuaikan dengan karakteristik 
mata pelajaran.

	2.
	Model-model pembelajaran inovatif, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik 
yang bermuara pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
	10
	12
	Proporsi antara teori 
dan praktik disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik.

	3.
	Penilaian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah 
	4
	6
	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran.


Dilanjutkan…

…lanjutan

	No.
	Materi
	Teori
	Praktik
	Keterangan

	4.
	Pelaksanaan pembelajaran (peer teaching)
	
	30
	· Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok 
dan dilaksanakan secara pararel.

· Tiap peserta tampil 
3 kali @ 1 JP.

· Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik.

	C.
	UJIAN 
	
	
	

	1.
	Tulis
	2
	
	

	2.
	Praktik
	
	*)
	

	
	Jumlah JP
	30
	60
	


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Catatan:

· Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG.

· *) sudah terintegrasi di B4.
 
Pada tabel di atas fokus materi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) SMK/MAK mempunyai 3 bagian di antaranya umum, pokok, ujian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel materi. Setiap komponen memiliki poin/skor yang sudah ditentukan. Jumlah JP adalah jumlah seluruh poin komponen dan B4 adalah acuan dalam pengembangan Rambu-rambu Struktur Program PLPG yang sudah terintegrasi. 

5) Bahan Ajar dan Alat Evaluasi 

Untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan dan latihan, peserta akan memperoleh bahan ajar. Setelah proses pembelajaran selesai peserta harus dievaluasi dengan instrumen yang valid. Bahan ajar dan alat evaluasi akan dikembangkan oleh tim penyelenggara dengan rambu-rambu pengembangan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
 

Tabel 2.25
Rambu-rambu Pengembangan Bahan Ajar PLPG

	No.
	Materi
	Kompetensi yang 
Ingin Dicapai
	Keterangan

	1.
	Pengembangan Profesionalitas Guru
	· Kepribadian pendidik meliputi kepribadian: mantap dan stabil, dewasa, arif, wibawa, dapat dicontoh dan lain-lain.

· Kompetensi sosial pendidikan, yang meliputi: berkomunikasi dan bergaul secara efektif terhadap atasan, sesama guru, siswa, dan masyarakat.

· Unsur-unsur pengembangan profesi, 
etos kerja guru, motivasi kerja berprestasi, disiplin kerja, dan lain-lain. 
	Maksimal 15 halaman.

Bahan ajar termasuk; latihan pemecahan kasus.

	2
	Pendalaman materi mata pelajaran.
	· Memahami materi ajar yang ada 
dalam kurikulum sekolah.

· Menstruktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi/koheren 
materi ajar. 

· Hubungan konsep antara mata pelajaran terkait.

· Konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
	25 halaman, termasuk latihan pemecahan masalah.


Dilanjutkan…

…lanjutan

	No.
	Materi
	Kompetensi yang 
Ingin Dicapai
	Keterangan

	3.
	Model-model pembelajaran inovatif, 
asesmen, dan pemanfaatan media.
	· Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif.

· Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian.

· Mengidentifikasi bekal ajar awal 
peserta didik.

· Menerapkan teori belajar dan pembelajaran.
	40 halaman, termasuk pemecahan masalah.

	
	
	· Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta 
didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar.

· Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih.

· Menata latar (setting) pembelajaran. 

· Melaksanakan pembelajaran yang kondusif.

· Melaksanakan penilaian (asesment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode.

· Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level).

· Menggunakan informasi ketuntasan belajar untuk merancang program remedi atau pengayaan (enrichment).

· Memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.

· Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik.
	


Dilanjutkan…

…lanjutan

	No.
	Materi
	Kompetensi yang 
Ingin Dicapai
	Keterangan

	4.
	Penelitian Tindakan Kelas
	· Memahami pentingnya PTK untuk meningkatkan keprofesionalan guru.

· Prosedur melaksanakan PTK.

· Metode PTK.

· Penyusunan Proposal PTK.

· Penulisan karya ilmiah dan penyusunan laporan.
	25 halaman termasuk contoh proposal.


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Tabel 2.26
Alat Evaluasi dalam Sertifikasi Guru

	1. 
	Alat Evaluasi
	
	

	
	a.
Tes Pengembangan profesionalitas guru.

a. 
	· 25 soal obyektif
	

	
	b.
Tes bidang studi.
	· 25-50 soal bidang studi (bid. Studi MIPA 25 soal, non-MIPA 50 soal).
	

	
	a.
Tes model-model pembelajaran.
	· 20 soal obyektif
	

	
	b.
Tes media pembelajaran.
	· 10 soal obyektif
	

	
	c.
Tes assesmen
	· 20 soal obyektif
	

	
	d.
Tes PTK
	· 25 soal obyektif
	

	
	e.
Penilaian Proposal
	· Instrumen penilaian proposal (ada bobot tiap unsur, skor skala Linkert).
	

	
	f.
Penilaian RPP
	· IPKG 1 (penilaian RPP)
	

	
	g.
Peer teaching
	· IPKG 2 (penilaian peer teaching)
	


Sumber: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon

Pada tabel di atas fokus materi ada ada empat bagian: pertama pengembangan profesional guru, kedua pendalaman materi mata pelajaran, ketiga model-model pembelajaran inovatif, asesmen dan pemanfaatan media, keempat penilaian tindakan kelas dan penjabaran dan keterangannya. Setiap materi bisa dilihat pada tabel.

6) Tunjangan Bagi yang Lulus Sertifikasi

Berdasarkan UU Guru dan Dosen ditentukan peningkatan kesejahteraan guru besarnya dapat mencapai lebih dari dua kali lipat penghasilan guru saat ini. Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen menentukan, bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber finansial, antara lain: gaji pokok, tunjangan gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
 

B. Kualitas Mengajar

1. Pengertian Mengajar

Mengajar-belajar adalah kegiatan guru murid untuk mencapai tujuan tertentu. Mengajar pada umumnya adalah usaha guru untuk menciptakan kondisi-kondisi atau mengatur lingkungan sedemikian rupa, sehingga terjadi interaksi antara murid dengan lingkungan, termasuk guru, alat pelajaran, dan sebagainya yang disebut proses belajar, sehingga tercapai tujuan pelajaran yang telah ditentukan.

Mengajar menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah memberikan pelajaran. Sedangkan pelajaran adalah sesuatu yang dikaji/dipahami atau diajarkan, misalnya membaca, latihan, penyelidikan. Proses mengajar berbentuk pengajaran yang berarti cara memberikan ilmu atau pengetahuan serta juga memberikan ketrampilan kepada anak-anak (onderwijs). Dapat juga pengajaran diartikan membantu siswa mengembangkan potensi intelektual yang ada padanya yang bertujuan agar intelektual setiap siswa berkembang optimal (onderwij, teaching).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mengajar ialah memberikan sesuatu dengan cara membimbing dan membantu kegiatan belajar kepada seorang (siswa) dalam mengembangkan potensi intelektual (emosional serta spiritualnya) sehingga potensi-potensi tersebut dapat berkembang secara optimal. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh William Burton, “Teaching is the guidance of learned activities, teaching is for purpose of aiding the pupil learn”, yang berarti bahwa mengajar itu memimpin aktivitas/kegiatan belajar dan bermaksud untuk membantu/menolong siswa dalam belajarnya. Dalam pengertian ini maka aktivitas siswa sangat diperlukan dalam belajar mengajar sehingga siswalah yang seharusnya banyak aktif. Guru berkewajiban menciptakan suatu iklim belajar yang memungkinkan siswa lebih aktif.

Pada kenyataannya di sekolah-sekolah saat ini masih ada atau mungkin banyak guru yang aktif dan siswa hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak diberi kesempatan untuk aktif. Apabila kita kaitkan dengan pengertian mengajar yang telah diuraikan sebelumnya maka keadaan yang demikian bertentangan dengan konsep mengajar. Bahwa aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar sangat penting, didukung oleh John Dewey sebagai tokoh pendidikan yang mengemukakan melalui metode proyeknya dengan semboyan “Learning by Doing”. Hal ini didukung pula oleh Rousseau, Pestalozi, Froba dan Montessory sebagai tokoh-tokoh pendidikan pula.
 Para ahli psikologi dari pendidikan memberikan batasan/pengertian mengajar yang berbeda-beda rumusannya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan titik pandang makna/hakekat mengajar. Pandangan pertama melihatnya dari segi pelakunya/pengajarnya.

Atas dasar pandangan tersebut mengajar diartikan menyampaikan ilmu pengetahuan (bahan pelajaran) pada siswa/anak didik. Dalam konsep mengajar tampak bahwa titik berat peranan guru ialah sebagai: (1) pembimbing; (2) pemimpin; (3) belajar; dan (4) sebagai fasilitator belajar. Mengajar berarti memberikan informasi yang berupa pengetahuan dan ketrampilan kepada siswa yang dirancang secara sistematis sesuai dengan bahan/materi pelajaran yang ditentukan. Mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar. Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi, yakni tujuan instruksional yang ingin dicapai, materi yang akan diajarkan, guru yang harus memainkan peranan serta ada dalam hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan prasarana belajar mengajar yang tersedia. Oleh karena dalam kegiatan pendidikan seringkali dijumpai tidak adanya motivasi internal pada anak didik maka peranan guru dalam menimbulkan motivasi eksternal menjadi sangat penting.

2. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran

a. Tujuan Pendidikan 

Setiap negara tentu mempunyai cita-cita tentang warga negaranya akan diarahkan. Cita-cita tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tujuan pendidikannya. Cita-cita bangsa Indonesia adalah terbentuknya manusia Pancasila bagi seluruh warga negaranya. Tujuan pendidikannya telah disejajarkan dengan cita-cita tersebut. Semua institusi atau lembaga pendidikan harus mengarahkan segala kegiatan di sekolahnya bagi pencapaian itu. Inilah yang disebut dengan tujuan umum pendidikan yang secara eksplisit tertera di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pengembangan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia yang berpancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demonstrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan termaktub dalam UUD 1945.
 

b. Tujuan Pengajaran

Salah satu tahap dalam proses desain pengajaran ialah merumuskan dan menulis tujuan-tujuan pengajaran. Tujuan merupakan suatu yang sangat esensial sebab besar maknanya, baik dalam rangka perencanaan maupun dalam rangka penilaian. Dalam perencanaan, tujuan memberikan petunjuk untuk memilih isi mata ajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran (standar) untuk mengukur prestasi belajar siswa. Tujuan-tujuan sekaligus merupakan kriteria untuk menilai mutu dan efisien pengajaran. Tujuan pengajaran harus dirumuskan secara jelas, tepat, tidak boleh samar-samar atau mengandung beberapa arah, atau bersifat meragukan.

Kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, masing-masing dengan tujuan tersendiri, namun memberi sumbangannya agar tercapai tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Tujuan institusional, kurikuler dan mata pelajaran biasanya dicantumkan dalam pedoman kurikulum. Sedangkan tujuan mata pelajaran beserta Tujuan Intruksional Umum (TIU) dan Tujuan Intruksional Khusus (ITK) dalam pedoman intruksional.
 

Tujuan pengajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Tujuan belajar merupakan cara yang akurat untuk menentukan hasil pengajaran. Antara tujuan pengajaran (instructional goals) dan tujuan belajar satu dengan yang lainnya.
 Semua aparatur pemerintah termasuk petugas-petugas pendidikan, harus terlebih dahulu memahami makna dari rumusan tersebut dan menerjemahkannya dalam bentuk rumusan tujuan yang sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan yang diselenggarakan pada lembaga tersebut. Inilah yang disebut sebagai tujuan instruksional.
 Dengan merumuskan dan mengetahui tujuan instruksional itu sebelum mengajar, guru dapat membayangkan hasil tingkah laku (behavioral objectives) apa yang seharusnya dicapai murid setelah melakukan kegiatan belajar tertentu, di samping alat evaluasi belajar, metode-metode mengajar serta kegiatan-kegiatan belajar yang sesuai/relevan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan.

3. Komponen dalam Kualitas Pengajaran

a. Mengelola Pembelajaran

Secara paedagogis, kompetensi guru-guru dalam mengelola pembelajaran perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini penting karena pendidikan di Indonesia dinyatakan kurang berhasil oleh sebagian masyarakat, dinilai kering dari aspek paedagogis dan sekolah nampak lebih mekanis sehingga peserta didik cenderung kerdil karena tidak mempunyai dunianya sendiri. Sehubungan dengan itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola pembelajaran, dan mengubah paradigma pembelajaran. Secara operasional, kemampuan mengelola pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

1) Perencanaan menyangkut penetapan tujuan, dan kompetensi serta memperkirakan cara mencapainya. Perencanaan merupakan fungsi sentral dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa depan. Dalam pengambilan dan pembuatan keputusan tentang proses pembelajaran, guru sebagai manajer pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber, baik sumber daya, sumber dana, maupun sumber belajar untuk membentuk kompetensi dasar, dan mencapai tujuan pembelajaran.

2) Pelaksanaan atau sering juga disebut implementasi adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan. Sehingga dapat membentuk kompetensi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam fungsi pelaksanaan ini termasuk pengorganisasian dan kepemimpinan yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas khusus yang harus dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam fungsi manajerial pelaksanaan, selain tercakup fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikutip oleh Mulyasa, bahwa fungsi pelaksanaan merupakan fungsi manajerial yang mempengaruhi pihak lain dalam upaya mencapai tujuan, yang akan melibatkan berbagai proses antar pribadi, misalnya bagaimana memotivasi dan memberikan ilustrasi kepada peserta didik, agar mereka mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk kompetensi pribadinya secara optimal.

3) Pengendalian atau ada juga yang menyebut evaluasi dan pengendalian, bertujuan menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana 
atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses manajerial terakhir ini perlu dibandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang telah ditetapkan (kinerja standar guru sebagai manajer pembelajaran 
harus mengambil langkah-langkah atau tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan yang signifikan atau adanya kesenjangan antara proses pembelajaran aktual di dalam kelas dengan yang telah direncanakan).
  

b. Pemahaman Peserta Didik

Kemampuan memahami peserta didik dikembangkan berdasarkan beberapa sub kompetensi: (1) memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, yang dijabarkan ke indikator esensial: (a) mendeskripsikan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; dan (b) menerapkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif untuk memahami peserta didik; (2) mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik, yang dijabarkan ke dalam indikator esensial: (a) menentukan tingkatan penguasaan kompetensi pra syarat peserta didik; (b) mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar peserta didik; (c) mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan sosial kultural untuk memahami peserta didik; dan 
(d) mengidentifikasi gaya belajar (visual, auditif, dan/atau kinestik) untuk memahami peserta didik; (3) memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, yang dijabarkan ke dalam indikator esensial: (a) mendeskripsikan prinsip-prinsip kepribadian; dan (b) menerapkan prinsip-prinsip kepribadian untuk memahami peserta didik.
 

c. Perancangan

Agar kegiatan belajar dan pembelajaran terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, guru harus merencanakan kegiatan belajar dan pembelajaran yang akan diselenggarakan dengan seksama.
 Perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka.

Secara administratif rencana ini dituangkan ke dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Secara sederhana RPP ini dapat diumpamakan sebagai sebuah skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru dalam interval waktu yang telah ditentukan. RPP ini akan dijadikan pegangan guru dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar dan pembelajaran yang diselenggarakannya bagi siswa.

d. Pelaksanaan Pembelajaran

Setelah segala sesuatunya disiapkan, dengan berpegang kepada RPP guru akan menyelenggarakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Dalam kegiatan ini pertanyaan yang harus diajukan oleh guru kepada dirinya sendiri adalah bukan hanya apa materi yang harus dipelajari 
oleh siswa, tetapi juga bagaimana cara yang terbaik siswa mempelajari materi tersebut. Terkait dengan pertanyaan terakhirlah guru diharapkan kehadirannya dalam kelas. Sangat tepat jika prinsip kepemimpinan 
seperti dikutip oleh Gitting dari Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan nasional Indonesia, diterapkan oleh guru dalam mengelola kelasnya dengan memainkan tiga peranan utama, yaitu:

1) Tutwuri Handayani, memberikan dorongan kepada siswa untuk terus berupaya memahami materi yang diajarkan.

2) Ing Madyo Mangun Karso, menjadi mitra atau teman diskusi bagi siswa untuk memperkaya.

3) Ing Ngarso Sung Tuludo, memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa ketika menghadapi kesulitan.

Dengan berpegang kepada prinsip ini maka akan tercipta suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif bagi terciptanya hasil belajar yang yang sesuai dengan pola dan cita-cita siswa serta kurikulum. Dengan demikian upaya pendidikan untuk menjadikan siswa sebagai manusia seutuhnya akan tercapai melalui kegiatan belajar dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru.

e. Pemanfaatan Teknologi Pendidikan

Pada hakekatnya teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan. Teknologi pendidikan memandang soal mengajar dan belajar sebagai masalah atau problema yang harus dihadapi secara rasional dan ilmiah. Guru yang telah mempunyai pengalaman mengajar yang bertahun-tahun lamanya, tidak dengan sendirinya menguasai seluk beluk mengajar. Jadi lamanya pengalaman tidak merupakan jaminan tentang kemampuan seseorang mengajar. Maka perlulah dicari pegangan yang lebih mantap untuk mengajar yang diperoleh berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang nyata dan dihasilkan berkat percobaan dan penelitian. Maka diselidikilah secara sistematis hal-hal yang berkenaan dengan unsur-unsur mengajar yakni tujuan, metode penyampaian, bahan pelajaran, dan penilaian. Dengan pegangan demikian dapat ditingkatkan efektifitas mengajar belajar.

f. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, bench marking, serta penilaian program.
 

C. Dampak Sertifikasi Terhadap Pengajaran 

1. Pembuatan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)

a. Pengertian RPP

Dalam pengembangan KTSP, rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistemik dan sistematis, utuh dan menyeluruh.
 RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran secara praktis dapat disebut sebagai skenario pembelajaran. Dengan demikian RPP merupakan pegangan bagi guru untuk menyiapkan, menyelenggarakan dan mengevaluasi hasil kegiatan belajar dan pembelajaran.

Istilah RPP baru dikenalkan pada akhir-akhir ini dan juga termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum itu, dokumen tersebut dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran, Satpel (Satuan Pelajaran), kemudian Satuan Acara Pembelajaran atau SAP (Satuan Acara Perkuliahan).

RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar, persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk menuntaskan suatu kompetensi secara utuh, artinya di dalam suatu silabus adakalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan waktunya belum tahu pasti berapa pertemuan yang akan dilakukan. Sementara itu, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai.

b. Tujuan, Fungsi dan Manfaat RPP

Tujuan (RPP) rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk: (1) mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar; (2) dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana.

Sementara itu, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan memberikan kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikannya dengan respon siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya.

Manfaat dibuatnya RPP setidaknya ada tiga manfaat yang dapat diperoleh dari dibuatnya RPP, antara lain:

1) Belajar dan pembelajaran diselenggarakan secara terencana sesuai dengan isi kurikulum.

2) Ketika seorang guru karena satu dan lain alasan tidak dapat hadir melaksanakan tugas mengajarnya, guru lain yang menggantikannya dapat menggunakan RPP yang telah disusun.

3) Secara manajerial dokumen RPP merupakan portofolio atau bukti fisik pelaksanaan kegiatan belajar dan pembelajaran yang di antaranya dapat digunakan untuk:

a) Bahan pertimbangan dalam sertifikasi guru.

b) Perhitungan angka kredit jabatan profesional guru.

c) Informasi dalam supervisi kelas oleh kepala sekolah dan atau pengawas.

d) Bahan rujukan dan atau kajian bagi guru yang bersangkutan dalam mengembangkan belajar dan pembelajaran topik yang sama 
di tahun berikutnya.
 

c. Unsur-Unsur dalam Pembuatan RPP

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah:

1) Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan sub materi pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus.

2) Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup (life skills) sesuai dengan permasalahan dan lingkungan.

3) Menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung.

4) Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus.

d. Komponen-Komponen RPP

Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari:

1) Identitas mata pelajaran.

2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar.

3) Materi pembelajaran.

4) Strategi atau skenario pembelajaran.

5) Sarana dan sumber pembelajaran.

6) Penilaian dan tindak lanjut.

e. Kinerja Guru Profesional dalam Pengembangan RPP

Guru profesional harus mampu mengembangkan RPP yang baik, logis dan sistematis, karena di samping untuk melaksanakan pembelajaran, RPP mengemban “professional accountability”, sehingga guru dapat mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan guru memiliki makna yang cukup mendalam bukan hanya kegiatan rutinitas untuk memenuhi kelengkapan administratif, tetapi merupakan cermin dari pandangan, sikap dan keyakinan profesional guru mengenai apa yang terbaik untuk peserta didiknya. Oleh karena itu, setiap guru harus memiliki RPP yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis.

Seperti pendapat Cynthia yang dikutip oleh Mulyasa mengemukakan bahwa proses pembelajaran yang dimulai dengan fase pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran; ketika kompetensi dan metodologi telah diidentifikasi, akan membantu guru dalam mengorganisasikan materi standar, serta mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran.
 

2. Cara Mengevaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “evaluation”.
 Evaluasi ialah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk mempunyai informasi atau data. Sudah barang tentu informasi atau data yang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi yang direncanakan. Dalam hubungannya dengan kegiatan pengajaran, Norman E. Ground merumuskan pengertian evaluasi sebagai berikut: “Evaluation … a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils” (evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa).
 Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengetahui tercapai tidaknya kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan kompetensi dasar ini dapat diketahui tingkat penguasaan materi standar oleh peserta didik, baik yang menyangkut aspek intelektual, sosial, emosional, spiritual, kreatifitas dan moral. Evaluasi dapat dilakukan terhadap program, proses dan hasil belajar.

Program evaluasi untuk suatu sekolah hendaknya memulai hal-hal sebagai berikut: pertama, perincian terhadap tujuan evaluasi dalam lembaga pendidikan tersebut dan tujuan evaluasi setiap mata pelajaran. Kedua, perincian mengenai aspek pertumbuhan yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan evaluasi. Ketiga, metode evaluasi yang dapat dipergunakan. Keempat, masalah alat evaluasi yang dapat dipergunakan. Kelima, kriteria dan skala yang dipergunakan. Keenam, jadwal evaluasi.
 

b. Subyek Evaluasi

Yang dimaksud dengan subyek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa yang dapat disebut sebagai subyek evaluasi untuk setiap tes, ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku, di antaranya adalah: 

1) Untuk melaksanakan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian maka sebagai subyek evaluasi adalah guru.

2) Untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala maka sebagai subyeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut.

3) Untuk melaksanakan suatu evaluasi terhadap kepribadian dimana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah distandarisasikan maka subyeknya adalah ahli-ahli psikologi. Di samping alatnya yang harus bersifat rahasia maka subyek evaluasi haruslah seorang yang betul-betul ahli karena jawaban dan tingkah laku orang yang dites harus diinterpretasikan dengan cara tertentu.
 

c. Prinsip-prinsip Evaluasi

Ada suatu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu antara: 

1) Tujuan pembelajaran;

2) Kegiatan pembelajaran atau KBM; dan

3) Evaluasi.

Triangulasi tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2.4 Bagan Triangulasi

Sumber: Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi, hal. 24

Penjelasan dari bagan triangulasi di atas adalah:

1) Hubungan antara Tujuan dengan KBM

Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, anak panah yang menunjukkan hubungan antara keduanya mengarah pada tujuan dengan makna bahwa KBM mengacu pada tujuan, tetapi juga mengarah dari tujuan ke KBM, menunjukkan langkah dari tujuan dilanjutkan pemikirannya ke KBM.

2) Hubungan antara Tujuan dengan Evaluasi 

Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauhmana tujuan sudah tercapai. Dengan makna demikian maka anak panah berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Di lain sisi, jika dilihat dari langkah, dalam menyusun alat evaluasi ia mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan.

3) Hubungan antara Tujuan dengan Evaluasi 

Seperti yang sudah disebutkan dalam nomor (1), KBM dirancang dan disusun dengan mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan, telah disebutkan pula pada nomor (2) bahwa alat evaluasi juga disusun dengan mengacu pada tujuan. Selain mengacu pada tujuan evaluasi juga harus mengacu atau disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Sebagai misal, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitikberatkan pada ketrampilan, evaluasinya juga harus mengukur tingkat ketrampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan.

Kecenderungan yang terdapat dalam praktek sekarang ini ialah bahwa evaluasi hasil belajar hanya dilakukan dengan tes tertulis, menekankan aspek pengetahuan saja. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek lain, kurang mendapatkan perhatian dalam evaluasi. Secara garis besar, maka alat evaluasi yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: tes dan bukan tes (non-tes).

d. Alat Evaluasi

Dalam pengertian umum, alat ialah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan. Secara lebih efektif dan efisien, kata “alat” biasa disebut juga dengan istilah “instrumen”, dengan demikian maka alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi.

Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Sebagai contoh jika yang dievaluasi suatu ketrampilan siswa dalam membaca, maka hasil evaluasinya berupa gambaran tentang tingkat ketrampilan siswa dalam membaca, jika yang dievaluasi seberapa siswa mampu mengingat nama kota atau sungai, hasil evaluasinya berupa berapa banyak siswa dapat menyebutkan nama kota dan sungai yang diingat.

Dengan pengertian tersebut maka alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi.
 

e. Portofolio Sebagai Penilaian

1) Merefleksi Pengalaman Belajar

Dalam melakukan refleksi pengalaman belajar siswa, guru melakukan upaya evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh siswa telah mempelajari berbagai hal yang berkenaan dengan topik yang dipelajari sebagai upaya belajar kelas secara kooperatif. Penyajian portofolio kelas kepada audien yang telah dilakukan, sangat bermanfaat dalam pelaksanaan refleksi ini. Bila digambarkan pengalaman belajar memakai metode portofolio sebagai berikut: 

Gambar 2.5 Pengalaman Belajar Metode Portofolio


Sumber: Arni Fajar, Portofolio dalam Pembelajaran, hal. 87

Kita belajar 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dar apa yang kita katakan dan lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita mengajar dengan banyak ceramah, maka siswa akan mengingat hanya 20% karena siswa hanya mendengarkan. Sebaliknya jika guru meminta siswa untuk melakukan sesuatu dan melaporkannya maka mereka akan mengingat sebanyak 90%. Model pembelajaran berbasis portofolio pada hakekatnya seperti dikemukakan di atas, siswa di samping memperoleh pengalaman fisik terhadap obyek dalam pembelajaran, juga memperoleh pengalaman atau terlibat secara mental. Pengalaman fisik dalam arti melibatkan siswa atau mempertemukan siswa dengan obyek pembelajaran. Pengalaman mental dalam arti memperhatikan informasi awal yang telah ada pada diri siswa, dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyusun (merekonstruksi) sendiri-sendiri informasi yang telah diperolehnya. Selanjutnya melaporkan apa yang telah dilakukan.

Di samping itu, dengan pembelajaran berbasis portofolio berarti melaksanakan empat pilar pendidikan yang dicanangkan UNESCO, yaitu: “learning to know, learning to be, learning to do, and learning to live together”, yang merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran di kelas. pembelajaran tidak seharusnya memposisikan siswa sebagai pendengar ceramah dari guru, bagaikan botol kosong yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Siswa harus memberdayagunakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya perkembangan belajarnya (learning to do) dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungan fisik dan sosialnya, sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia sekitarnya (learning to know). Diharapkan hasil interaksi dengan lingkungannya dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan diri (learning to be). Kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok individu yang bervariasi akan membentuk kepribadiannya untuk memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup (learning to live together).
  

2) Pengertian Portofolio Sebagai Penilaian dan Tujuannya

Portofolio berarti koleksi dokumen atau tugas-tugas yang diorganisasikan dan dipilih untuk mencapai tujuan dan sebagai bukti yang nyata dari seorang yang memiliki pertumbuhan dalam bidang pengetahuan, disposisi, dan ketrampilan.
 Dalam dunia pendidikan portofolio adalah kumpulan hasil kerja siswa yang menunjukkan 
atau memperlihatkan hasil pemikiran, minat, usaha, tujuan dan cita-cita mereka dalam berbagai bidang. Portofolio membantu siswa untuk melihat kembali bagaimana pikiran, perasaan, hasil kerja dan perkembangan mereka dalam kurun waktu tertentu. Portofolio yang dilaksanakan guru di kelas adalah pengumpulan (pencatatan) data secara sistematik terhadap hasil unjuk kerja, baik unjuk kerja verbal, unjuk kerja fisikal, maupun unjuk kerja sikap, termasuk di dalamnya minat, bakat, kemampuan bekerjasama dengan orang lain, mematuhi peraturan sekolah, dan lain-lainnya selama proses pembelajaran 
di kelas. Tujuan penilaian dengan menggunakan portofolio adalah:

a) Dapat menghargai perkembangan hasil belajar siswa (prestasi).

b) Memberi perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik.

c) Dapat mendokumentasikan hasil proses pembelajaran yang berlangsung.

d) Dapat merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimen.

e) Dapat membina dan mempercepat pertumbuhan konsep daripada siswa.

f) Siswa memandang lebih obyektif dan terbuka dibandingkan dengan tes tradisional karena siswa sendiri ikut menilai hasil kinerja dirinya.
    

Menurut Brooks sebagai bagian intrinsik dari prestasi harian kelas yang dilakukan terus menerus, portofolio timbul dari konteks kehidupan sehari-hari. Saat melakukan berbagai jenis tugas, para siswa menilai dan mengumpulkan tugas dan selama itu mereka melihat diri mereka sebagai seorang yang kreatif dan memiliki kemampuan. Anak-anak memperoleh kepercayaan diri dan rasa mengemban tugas dengan mengumpulkan dan menilai pekerjaan mereka sendiri, mereka memiliki hasil karya mereka sendiri.
 
3) Metode Portofolio

Pengorganisasian dalam penilaian portofolio adalah hal yang sangat penting. Terdapat beberapa cara portofolio, tapi semuanya mengandung hal yang paling penting, yaitu: (1) pengumpulan (storing); (2) pemilihan (sorting); dan (3) penetapan (dating) dari suatu tugas (tack).

Menurut Nitko yang dikutip oleh Abdul Majid secara umum penilaian portofolio dapat dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu portofolio ideal (dieal portfolio), portofolio penampilan (show portfolio), portofolio dokumentasi (documentary portfolio), portofolio evaluasi (evaluation portfolio), dan portofolio kelas (classroom portfolio).

Karakteristik perubahan portofolio siswa dari satu waktu 
ke waktu akan merefleksikan perubahan penting dalam suatu proses kemampuan intelektual siswa. Walaupun hasil portofolio bergantung kepada penampilan (performance) siswa, untuk membedakan penilaian penampilan minimal terdapat empat aspek penting, yaitu:

a) Portofolio memiliki rekaman kinerja siswa di kelas untuk mencapai kondisi standar yang diperlukan.

b) Portofolio menunjukkan kesempatan ganda bagi siswa untuk mendemonstrasikan kompetensinya.

c) Portofolio selalu menunjukkan perbedaan bentuk dari tugas yang diberikan, dan sampel portofolio adalah suatu hasil dari usaha lanjut untuk memperbaiki hasil dan proses yang telah dikerjakan siswa.
 

4) Perbedaan Portofolio dengan Tes Tradisional

a) Penilaian dengan Portofolio

(1) Menilai siswa berdasarkan hasil kerja yang berkaitan dengan kinerja yang dinilai.

(2) Siswa ikut serta dalam menilai kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian berbagai tugas yang dinilai.

(3) Mewujudkan proses penilaian kolaboratif.

(4) Bertujuan agar siswa mampu menilai dirinya sendiri.

(5) Menilai kemajuan, proses dan pencapaian akhir.

(6) Dapat mengevaluasi kebutuhan, minat, kemampuan akademik, dan karakteristik siswa secara individual.

(7) Mengembangkan potensi siswa dalam melakukan self assessment (ketrampilan menemukan kelebihan dan kekurangan sendiri, serta kemampuan untuk menggunakan kelebihan tersebut dalam mengatasi kelemahannya, yang merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa).

b) Penilaian dengan Tes Tradisional

(1) Menilai siswa berdasarkan pencapaian tujuan tertentu.

(2) Penilaian hanya dilakukan oleh guru berdasarkan masukan yang terbatas.

(3) Proses penilaian tidak ada kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua.

(4) Kemampuan siswa dalam menilai diri sendiri bukan merupakan tujuan pembelajaran.

(5) Yang dinilai hanyalah hasil akhir.

(6) Hanya mengevaluasi siswa dalam kemampuan kognitif tingkat rendah.

(7) Memberikan informasi kepada siswa mengenai kemampuan akademiknya, melalui nilai yang diperolehnya setelah mengikuti tes tertentu (formatif, sumatif, EBTANAS).
 

Penilaian dengan menggunakan portofolio dapat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan bukti fisik dan catatan prestasi siswa, seperti hasil ulangan, hasil tugas materi, serta hasil praktikum. Selain prestasi akademik, isi file juga dapat dielaborasi dengan lembara catatan prestasi non-akademik, yakni rekaman profile siswa yang meliputi aspek kerajinan, kerapian, ketertiban, kejujuran, kemampuan kerjasama, sikap kasih sayang, solidaritas, toleransi, kedisiplinan, prestasi olah raga, kesenian, kepramukaan, dan lain-lain. Dalam mengumpulkan hasil selain aspek prestasi akademik, tentu saja harus dibuat terlebih dahulu indikator penilaiannya, serta dibuat alat daftar cek untuk dijadikan pedoman saat melakukan pengamatan.

Data yang terkumpul dari waktu ke waktu, kemudian digunakan untuk menilai dan melihat perkembangan kemampuan serta prestasi akademik siswa dalam periode tersebut. Selain berguna untuk menilai kemampuan siswa, portofolio juga dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada guru. Dengan file yang sudah terkumpul yang berisi perkembangan prestasi siswa, guru mendapat masukan untuk evaluasi proses dalam memperbaiki proses pembelajaran, dan manajemen pembelajaran di kelas. Proses terjadinya umpan balik diperoleh karena dalam penilaian portofolio data yang terekam dalam file tidak hanya dikumpulkan kemudian selesai, namun akan dianalisis secara kolaboratif dengan melibatkan guru, siswa dan orang tua siswa.

5) Langkah-langkah Penilaian dengan Portofolio

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melaksanakan penilaian portofolio di kelas antara lain:

a) Memastikan siswa merasa memiliki portofolionya masing-masing, siswa diberi penjelasan terlebih dahulu tentang maksud dari penggunaan portofolio sebagai alat penilaian. Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penilaian sendiri tentang kemampuan, ketrampilan dan minat serta sikap mereka masing-masing.
b) Menentukan sampel-sampel hasil kerja siswa di kelas yang akan dikumpulkan.

c) Menyimpulkan hasil kerja siswa dalam satu file tersendiri di tempat yang aman. 
d) Memilih kriteria untuk mengevaluasi sampel hasil kerja siswa, mendiskusikannya dengan siswa, dan menetapkan prosedur untuk menilai tugas siswa dengan menggunakan penilaian berbasis kemampuan (performance assessment).

e) Meminta siswa untuk menilai sampel hasil kerja masing-masing secara berkesinambungan (atau penilaian kepribadian/sikap). Cara-cara penilaiannya dapat diberikan terlebih dahulu oleh guru.

f) Membuat jadwal pertemuan untuk membahas kegiatan portofolio, pada pertemuan ini guru bukan hanya menilai hasil kerja siswa, tetapi juga membantu siswa dalam menilai hasil kerjanya sendiri.

g) Mengundang orang tua untuk ikut serta menilai hasil kerja siswa. Dalam hal ini siswa sudah diberi tahu atau sudah memahami sebelumnya tentang penilaian portofolio yang dilaksanakan untuk siswa di sekolah bersangkutan. Mereka diharapkan dapat membantu anak-anaknya dalam memberikan motivasi dan sekaligus membantu siswa menilai hasil kerjanya. Dengan kegiatan ini ada kelebihan yang akan langsung dirasakan oleh pihak sekolah maupun orang tua, yaitu terbukanya komunikasi antara anak dengan orang tuanya. Hal ini akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan dan membantu anak memperoleh atau menguasai kemampuan dasar yang harus dimilikinya pada tingkat dan jenjang pendidikan tertentu yang diikutinya.
 

Hal-hal yang dapat dijadikan bahan portofolio di sekolah antara lain:

a) Penghargaan tertulis.

b) Penghargaan lisan.

c) Hasil kerja biasa dan hasil pelaksanaan tugas-tugas oleh siswa.

d) Daftar ringkasan hasil pekerjaan.

e) Catatan sebagai hasil pekerjaan.

f) Catatan sebagai peserta dalam suatu kerja kelompok.

g) Catatan hasil pekerjaan.

h) Catatan/laporan dari pihak yang relevan.

i) Daftar kehadiran.

j) Hasil ujian/tes.

k) Presentasi tugas yang telah selesai dikerjakan.

l) Catatan tentang peringatan yang diberikan guru manakala siswa melakukan kesalahan.
 

6) Prinsip-prinsip Dokumentasi Portofolio 

Dalam mengoleksi evidence sebagai hasil belajar peserta didik yang akan dimasukkan ke dalam bendel portofolio peserta didik perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut:
a) Akurasi Data

Evidence yang dimasukkan dalam bendel portofolio peserta didik harus merupakan evidece peserta didik yang bersangkutan pada waktu (bulan, semester, tahun) yang bersesuaian. Maksudnya bahwa portofolio setiap peserta didik adalah kumpulan dokumen peserta didik pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Dengan demikian sangat tidak mungkin memasukkan evidence tahun sebelumnya.

b) Ketepatan Waktu
Evidence yang antara lain berupa lembar kerja, hasil kerja, karya tulis peserta didik dimasukkan ke dalam bendel portofolio segera setelah mendapatkan catatan, penilaian, atau komentar dari guru. Umumnya bendel tersebut berbentuk folder A4. Informasi nilai atau catatan dari setiap dokumen yang dimasukkan dalam bendel portofolio anak harus sudah dipisahkan ke dalam catatan tersendiri seperti  daftar nilai.

c) Kelengkapan Informasi

Portofolio merupakan dokumen evidence peserta didik yang lengkap mulai dari apa yang dipelajari apa yang pernah dikerjakan. Berikut lembar kerja dan hasil-hasil pekerjaannya. Dengan demikian, dalam portofolio semua kegiatan peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar dan perkembangan hasil belajarnya dapat dilihat secara lengkap, kecuali kegiatan-kegiatan yang tidak ada dokumen fisiknya seperti menyanyi dan olah raga. Kegiatan-kegiatan sejenis ini mausk ke dalam catatan daftar nilai harian peserta didik.

d) Keterbatasan Dokumen

Setiap dokumen portofolio harus dalam keadaan yang jelas terbaca, sehingga setiap saat diperlukan dapat segera diperoleh informasinya. Perlu juga diperhatikan bahwa dokumen harus dipilih yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Dokumen tersebut sebaiknya diberi plastik atau dimasukkan ke dalam folder berplastik sehingga guru atau peserta didik mudah mengambil mengambil ataupun memasukkan semua evidence.

e) Kepraktisan Dokumen 

Dokumen harus dipilih yang ukurannya praktis dan bisa dimasukkan ke dalam bendel (folder, A4 sebagaimana yang telah disebutkan di atas misalnya). Evidence peserta didik yang berukuran besar dan tebal tidak perlu dimasukkan ke dalam bendel, tetapi rekaman hasil pekerjaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar nilai harian atau catatan perkembangan setiap peserta didik.

f) Perencanaan 

Perlu disadari bahwa dokumen yang dimiliki peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selama kurun waktu satu bulan adalah cukup banyak, apalagi dalam satu catur wulan atau satu semester. Portofolio harus mencakup dokumen seluruh waktu yang dilewati, sehingga diperlukan suatu perencanaan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dokumen. Perencanaan portofolio dikaitkan dengan program tahunan, program semester, ataupun program caturwulan apabila sistem persekolahan menggunakan sistem tersebut.

Dari program tahunan, program semester atau program caturwulan, dipilih beberapa materi pokok dengan cara diberi tanda (catatan) yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Format perencanaan portofolio tidak perlu dibuat tersendiri, tetapi bisa disatukan dengan format-format perencanaan yang sudah ada. Rencana dokumen yang akan menjadi bagian portofolio dibuat untuk setiap mata pelajaran, seperti halnya dengan program tahunan atau program sejenisnya. Bisa juga dalam persiapan mengajar direncanakan untuk pengisian folder/bendel portofolio. Dengan demikian tidak semua materi pokok dari setiap mata pelajaran harus memiliki dokumen dalam portofolio, tetapi dipilih materi pokok yang representatif saja. 

g) Penataan Dokumen

Dokumen portofolio untuk setiap peserta didik bisa saja berjumlah cukup banyak, sehingga perlu adanya penataan agar dokumen tersebut tertata rapi dan tidak mudah rusak. Penataan dokumen dilakukan dengan pemisahan berdasarkan jenisnya, misalnya berdasarkan kelompok mata pelajaran. Dengan demikian semua dokumen pelajaran suatu mata pelajaran akan terkumpul dalam satu kelompok, baik lembar kerja, tugas mandiri, pekerjaan rumah, ulangan harian dan sebagainya. Dokumen peserta didik yang dikerjakan secara bersama (hasil kerja kelompok) tidak harus dimasukkan ke dalam portofolio individu peserta didik, tetapi bisa dibuat sebagai pajangan sebagai hasil kerja kelompok.

h) Pengadministrasian Dokumen

Setiap hasil pekerjaan peserta didik yang bersifat penilaian baik yang memiliki dokumen fisik (seperti ulangan, pekerjaan rumah, tugas) maupun tidak memiliki dokumen fisik (misalnya menyanyi) harus dicatat dalam buku catatan harian peserta didik atau daftar nilai peserta didik. Dengan demikian tidaklah cukup hanya mengumpulkan dokumen-dokumen pembelajaran ke dalam bendel portofolio, tetapi harus juga mencatatnya sebelum dimasukkan ke bendel portofolio. Catatan harian peserta didik ini yang akan menjadi dasar penilaian, sedangkan portofolio akan mendukung sebagai bukti penilaian.

Dengan kata lain, penilaian portofolio bukan dimaksudkan untuk menilai dokumen-dokumen portofolio, tetapi penilaian tetap dilaksanakan dengan prosedur biasa seperti tes dan ulangan harian. Perbedaannya dengan penilaian biasa ialah terletak pada dukungan bukti yang berupa koleksi dokumen pilihan dari kumpulan dokumen portofolio. Tanpa portofolio, maka nilai yang tertera pada rapor untuk suatu mata pelajaran bisa jadi tidak memiliki arti. Dengan portofolio maka orang tua selain mendapatkan prestasi anaknya melalui nilai yang tertera pada rapor, juga memperoleh gambaran perkembangan peserta didik selama kurun waktu yang dinilai.

Portofolio bukan dimaksudkan untuk menggantikan sistem penilaian yang ada, tetapi untuk melengkapi dan memberikan informasi yang lebih kepada orang tua khususnya tentang hasil belajar anaknya. Dengan demikian, ulangan harian maupun tes masih tetap dilakukan untuk kepentingan penilaian. Pada akhir semester dimana guru akan menyampaikan laporan prestasi belajar peserta didik (rapor), maka portofolio ini melengkapi dan melampiri nilai pada rapor.
 

3. Kedisiplinan

a. Pengertian Disiplin

Berdasarkan laporan United Nation Development Programe (UNDP) tahun 2004, Indonesia menempati urutan (111) dari 177 negara 
di bawah Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (33), Malaysia (58), Thailand (76) dan Filipina (83), maka dari itu saat ini Indonesia berusaha meningkatkan mutu pendidikannya guna menciptakan sumber daya manusia yang handal, melalui berbagai macam cara di antaranya peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan, salah satu pelatihan sikap disiplin. Sebagus apapun lembaga pendidikan atau sepintar apapun pendidik, jika tanpa disiplin dalam melaksanakan tugasnya, tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara maksimal.

Di tengah masyarakat profesi guru atau tenaga pendidik yang berkecimpung di dunia pendidikan dinilai sebagai orang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pendidikan bimbingan bagi orang lain, maka dari sinilah seorang guru dituntut mampu memberikan pendidikan dan suri tauladan yang baik bagi siswanya dan mampu melaksanakan kewajiban dengan baik.

Bagaimanapun dunia pendidikan di Indonesia memerlukan guru atau para pendidik profesional dalam usaha mencerdaskan bangsa dan sikap tanggung jawab yang tinggi, dan untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pihak sekolah berupaya meningkatkan disiplin kerja dewan guru.

Disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati. Dalam Dictionary of Education yang dikutip oleh Mulyasa dikemukakan bahwa discilpine (school) adalah the maintenance of condition conducive to the efficient achievement of the school’s functions.

Berdasarkan uraian di atas, disiplin sekolah dapat diartikan sebagai keadaan tertib dimana guru, staff sekolah dan peserta didik yang tergabung dalam sekolah, tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan dengan senang hati.

Dari pengertian di atas nampak bahwa disiplin sekolah bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan dirinya; dan mengatasi, serta mencegah timbulnya problem-problem disiplin, dan berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mereka menaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian disiplin dapat merupakan bantuan kepada peserta didik agar mereka mampu berdiri sendiri (help for self help).
 

b. Pentingnya Disiplin

Dalam pembelajaran, kedisiplinan seorang guru mutlak menjadi teladan yang kongkrit bagi anak didiknya, sehingga sosok guru mulai saat ini harus mengedepankan kedisiplinan.
 Dalam hal ini guru, bertanggung jawab mengarahkan apa yang baik, dan berbuat apa yang baik, harus menjadi contoh, sabar dan penuh pengertian. Guru harus mampu menumbuhkan disiplin dalam diri peserta didik, terutama disiplin diri (self discipline). Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk dirinya.

2) Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya.

3) Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin.

Untuk menanamkan disiplin di sekolah perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni sikap demokratis. Sehubungan dengan itu, maka dalam menentukan peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh dan untuk peserta didik, sedangkan guru tutwuri handayani. Guru berfungsi sebagai pengemban ketertiban, yang patut digugu dan ditiru, tapi tidak diharapkan sikap yang otoriter. Seperti yang dikutip oleh Mulyasa dari Reisman and Payne, strategi umum merancang disiplin sekolah sebagai berikut:

1) Konsep diri (self concept); strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep diri masing-masing individu merupakan faktor penting dari setiap perilaku. Untuk menumbuhkan konsep ini, guru disarankan bersikap empatik, menerima, hangat, dan terbuka sehingga peserta didik dapat mengekplorasikan pikiran dan perasaannya dalam memecahkan masalah.

2) Ketrampilan berkomunikasi (communication skills); guru harus memiliki ketrampilan komunikasi yang efektif agar mampu menerima semua perasaan, dan mendorong timbulnya kepatuhan peserta didik.

3) Konsekuensi-konsekuensi logis yang dialami (natural and logical consequences); perilaku-perilaku yang salah terjadi karena peserta didik telah mengembangkan kepercayaan yang salah terhadap dirinya. Hal ini mendorong munculnya perilaku-perilaku salah. Untuk itu, guru disarankan: (1) menunjukkan secara tepat tujuan perilaku yang salah, sehingga membantu peserta didik dalam mengatasi perilakunya; dan (2) memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari perilaku yang salah.

4) Klarifikasi nilai (value clarification); strategi ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya sendiri.

5) Analisis transaksional (transactional analysis); disarankan agar guru belajar sebagai orang dewasa, terutama apabila berhadapan dengan peserta didik yang menghadapi masalah.

6) Terapi realitas (reality therapy); sekolah harus berupaya mengurangi kegagalan dan meningkatkan keterlibatan. Guru perlu bersikap positif dan bertanggung jawab.

7) Disiplin yang terintegrasi (assertive discipline); ialah metode yang menekankan pengendalian penuh oleh guru untuk mengembangkan dan mempertahankan peraturan. Prinsip-prinsip modifikasi perilaku yang sistematik diimplementasikan di kelas, termasuk pemanfaatan papan tulis untuk menuliskan nama-nama peserta didik yang berperilaku menyimpang.

8) Modifikasi perilaku (behaviour modification); perilaku salah disebabkan oleh lingkungan, sebagai tindakan remidiasi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pembelajaran perlu diciptakan lingkungan yang kondusif.

9) Tantangan bagi disiplin (dare to discipline); guru diharapkan cekatan, sangat terorganisasi dan dalam pengendalian yang tegas. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa peserta didik akan menghadapi berbagai keterbatasan pada hari-hari pertama di sekolah, dan guru perlu membiarkan mereka untuk mengetahui siapa yang berada dalam posisi sebagai pemimpin.

D. Studi Pendahuluan, Asumsi, Paradigma Penelitian (Kerangka Berpikir), dan Hipotesis Penelitian 

1. Studi Pendahuluan
Studi pendahuluan merupakan suatu tahapan dalam penelitian dengan maksud untuk memperdalam permasalahan yang akan diteliti dengan cara:

a. Membaca literatur, baik teori maupun penemuan (hasil penelitian terdahulu).

b. Mendatangi ahli-ahli atau manusia sumber untuk berkonsutasi dan memperoleh informasi.

c. Mengadakan peninjauan ke tempat atu lokasi penelitian untuk melihat benda atau peristiwa.

Dengan mengacu pada pendapat di atas maka studi pendahuluan 
dari dampak sertifikasi guru PAI terhadap kualitas mengajar di SMKN 01 Boyolangu Tulungagung adalah:  

a. Dengan melihat apa yang ada di lapangan dapat dinyatakan bahwa sertifikasi guru PAI merupakan faktor yang mempengaruhi guru PAI terhadap kualitas mengajarnya.

b. Sertifikasi merupakan upaya yang bersifat positif yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja guru dalam hal keprofesionalan yang menyangkut sistem kerja seorang pendidik.

c. Upaya guru dalam mengajar di SMKN 01 Boyolangu Tulungagung mempunyai kualitas yang cukup positif terhadap penumbuhan aktivitas belajar siswa sehingga dengan adanya sertifikasi kualitas guru meningkat.

d. Upaya pemerintah dengan mengadakan sertifikasi guru yang diikuti oleh guru agama Islam di SMKN 01 Boyolangu Tulungagung tersebut berpengaruh terhadap kualitas mengajar.

2. Asumsi Penelitian
Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya Suharsimi, mengemukakan “asumsi atau anggapan dasar ialah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”.
 

Adapun asumsi dasar dari penelitian ini adalah:

a. Diasumsikan bahwasanya setiap guru akan berkontribusi pada aktivitas belajar siswa.

b. Diasumsikan bahwa kedisiplinan guru yang positif akan berkontribusi secara positif juga bagi kualitas mengajar.

c. Diasumsikan bahwasanya pembuatan RPP yang baik akan berdampak korelatif pada kualitas mengajar.

d. Diasumsikan bahwasanya cara mengevaluasi yang objektifitas akan berdampak terhadap kualitas mengajar.

e. Sehingga diasumsikan akan ada dampak antara sertifikasi guru terhadap kualitas mengajar.

3. Paradigma Penelitian (Kerangka Berpikir)
a. Paradigma Alur Penelitian tentang Dampak Sertifikasi Guru PAI
Sertifikasi guru merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kualitas kinerja guru. Dalam sertifikasi guru dituntut untuk menguasai berbagai kompetensi di antaranya kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, yang memungkinkan guru menjadi tenaga pendidik yang berkompeten dan profesional.

Dengan melakukan sertifikasi dan persyaratan-persyaratannya yang sangat rumit, mulai dari penentuan yang disertifikasi, mekanisme pelaksanaan, prosedur, kegiatan guru dalam proses sertifikasi, pemahaman komponen portofolio, penyusunan portofolio, rubrik penilaian portofolio dan apabila sertifikasi itu benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh niscaya guru-guru akan menjadi pendidik yang profesional karena di dalam penyusunan dokumen portofolio sudah mencakup komponen-komponen yang memungkinkan guru menjadi kompeten, yang dampaknya akan meningkatkan kualitas mengajar dan menjadikan peserta didik menjadi siswa yang aktif, kreatif dan inovatif. Konsep atau proposisi yang menyerahkan cara berpikir dan penelitian: paradigma dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.6 Paradigma Berpikir


4. Hipotesis Penelitian

Penelitian kuantitatif, di dalamnya harus terdapat hipotesis penelitian, jika bukan penelitian deskriptif, yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang sebenarnya masih diuji secara empirik di lapangan. 

Sesuai dengan judul penelitian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

a. Ada pengaruh antara kedisiplinan guru masuk kelas setelah disertifikasi terhadap kualitas mengajar di SMKN 01 Boyolangu Tulungagung.

b. Ada pengaruh antara pembuatan RPP setelah disertifikasi terhadap kualitas mengajar di SMKN 01 Boyolangu Tulungagung.

c. Ada pengaruh antara cara mengevaluasi disertifikasi terhadap kualitas mengajar di SMKN 01 Boyolangu Tulungagung.
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